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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PADA 
USAHA KECIL MENENGAH (UKM) PENGOLAHAN KERUPUK Dl 

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

Alimahmudah, S.Pi 
mahmudah.map@grnail.com 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, 
dengan maksud memberikan gambaran yang utuh atas pengungkapan kata-kata 
tertulis atau lisan dari orang-orang, perilaku yang diamati serta peristiwa dan 
fenomena tertentu secara rinci dan mendalarn. Tujuan penelitian (a) bagaimana 
implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) pada Usaha Kecil Menengah 
(UKM) pengolahan kerupuk di Kabupaten Kotawaringin Barat (b) faktor-faktor 
yang mempengaruhi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) pengolahan 
kerupuk di Kabupaten Kotawaringin Barat. lnstrumen atau alat penelitian adalah 
peneliti itu sendiri dan data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa ( 1) Imp1ementasi kebijakan 
SNI pada UKM pengolahan kerupuk di Kabupaten Kotawaringin Barat belum 
dilaksanakan secara optimal. Dikarenakan UKM belum melaksanakan proses 
pengolahan yang baik sesuai dengan standar yang ada. Hal ini disebabkan UKM 
belum memahami arti penting tujuan SNl dan manfaat dari SNI itu sendiri. (2) 
Factor·faktor yang mempengaruhi penerapan SNI yaitu factor pendukung yaitu 
pemahaman UKM dalam menerapkan SNI harus dikomunikasikan agar UKM 
dapat mengetahui tujuan dan sasarannya, disposisi dalam mengembangkan, 
memberikan wawasan dari dinas terkait dalam memproduksi hasil olahan yang 
sesuai standar. Sedangkan faktor penghambat dalarn penerapan SNI yaitu 
sumberdaya, keberhasilan penerapan SNI harus ada anggaran yang memadai agar 
bisa tercapai dan struktur organisasi harus berjalan sesuai dengan standar 
operating prosedur. 

Kata kunci : Standar Nasional Indonesia (SN!), Usaha Kecil Menengah (UKM). 
Pengolahan Kerupuk 
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ABSTRACT 

IMPLEMENTATION OF INDONESIAN NATIONAL STANDARD (SNI) 
ON MEDIUM SMALL BUSINESS (SME) PROCESSING OF KERUPUK 

IN KOTAWARINGIN BARAT 

Alimahmudah, S.Pi 
mahmudah.map@grnail.com 

Graduate Studies Program 
Open University 

This research uses descriptive method with qualitative appr oach, with the 
intention of giving a complete picture of the expressions of the written or spoken 
words of the people, observed behaviors as well as specific events and phenomena 
in detail and in depth. The purpose of the study (a) how the implementation of 
Indonesian National Standard (SN[) on Small and Medium Enterprises (SMH) 
processing crackers in West Kotawaringin regency (b) what factors affect the 
application of Indonesian National Standard (/'.,'NT) processing crackers in West 
Kotawaringin regency. The instrument or research tool is the researcher himself 
and the data obtained from the observation, interview and documentation. From 
the results of the research found that (I) Implementation of SNI policy on SMEs 
processing crackers in West Kotawaringin Regency has not been implemented 
optimally. Because SMEs have not implemented a good processing in accordance 
with existing standards. This is because SMEs have not understood the 
importance of the purpose of SNI and the benefits of SNI itself. (2) Factors 
influencing the application of SNI namely the supporting factor is the 
understanding of SMEs in applying SNI must be communicated to the SMEs to 
know the goals and objectives, disposition in developing, providing insight from 
related departments in producing standardized processed products. While the 
inhibiting factor in the application of SNT is resources, successful implementation 
of SNI must have adequate budget to be achieved, and the organizational structure 
must proceed in accordance with standard operating procedures. 

Keywords: Indonesian Nasional Standard (SNI), Medium Small Enterprises 
(UKM), Kerupuk Processing 
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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

I. Letak Geografis 

58 

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu Kabupaten yang 

merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Tengah. Secara astronomis 

terletak diantara: !"19' sampai 3o 36' Lintang Selatan, 110o 25' sampai 

dengan 112° 50' Bujur Timor. Terletak diantara tiga Kabupaten tetangga 

yaitu Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Seruyan. 

Luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 7,01 persen dari luas 

propinsi Kalimantan Tengah setara atau dengan 10.759 Km2
. 

Kabupaten Kotawaringin Barat dipimpin oleb seorang Bupati dibautu 

dengan wakilnya dalarn menyeleoggarakan pernerintaban. Terdiri dari 6 

Kecamatan, 13 Kelurahan dan 81 Desa Kecamatan Kotawaringin Lama 

memiliki 15 Desa, 2 Keluraban, dan beribukota Kecamatan di 

Kotawaringin. Kecamatan Arut Selatan memiliki 13 Desa, 7 Kelurahan serta 

beribukota di Pangkalan Bun. Kecamatan Kuruai merniliki 15 Desa, 3 

Kelurahan dan beribukota di Kumai. Kecamatan Pangkalan Banteng 

memiliki 17 Desa dan beribukota di Karang Mulya. Kecamatan Paogkalan 

Lada memiliki II Desa dan beribukota di Pandu Sanjaya. Kecamatan Arut 

Utara memiliki I 0 Des a, I Keluraban dan beribukota Pangkut. 
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Tabel4.1 Luas Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Kecamatan 

Kecamatan Luas (KM') Persentase terhadap Luas 
Kabuoaten 

1. Kotawaringin Lama 1.218 II ,32 

2. ArutSelatan 2.400 22,31 

3. Kumai 2.921 27,15 

4. Pangkalan Banteng 1.306 12,14 

5. Pangkalan Lada 229 2,13 

6. Arut Utara 2.685 24,96 

Jumlab 10.759 100,00 

Sumber: Kabupaten Kotawanngm Barat dalam Angka Tabun 2016 

Dengan batas-batas wi1ayab sebagai berilrut: 

>> Sebelab Utara berbatasan dengan Kabupater. Lamandau 

>> Sebe1ab Selatan berbatasan dengan Laut Jawa 

>> Sebe1ab Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan 

>> Sebe1ab Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara 

2. Kepeodudukan 

Jumlab peoduduk Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan 

proyeksi penduduk Tabun 2016 sebanyak 286.714 jiwa yang terdiri atas 

1aki-1aki sebanyak 151.891 jiwa dan jumlab perempuan sebanyak 134.823 

jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat labun 2016 

sebesar 3,08 jiwalkm2 dengan rata-rata jumlab penduduk per rurnab tangga 4 

orang. Kepadatan peududuk tertinggi ter1etak di Kecamatan Pangkalan Lada 

dengan kepadatan sebesar 146 jiwalkm2 dan tereudab di Kecamatan Amt 

Utara sebesar 7 jiwalkm1
. 
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Tabel 4.2 Jumlab Penduduk dan Rata-rata 
K .. B otawanngm 

Pertumbuban Penduduk 
Tab 2014 201 arat menurut Kecamatan un - 6 

Laju 
Pertumbuhan 

No Kecamatan Tahun Tahun Tahun Penduduk 
2014 2015 2016 Tahun 

2015·2016 
(I) 2) {3) {4) {5) {6) 
I Kotawaringin Lama 18.695 19.157 19.615 2,39 

2 Arut Selatan 111.658 114.952 118.256 2,87 

3 Kumai 52534 54.015 55.495 2,73 

- -

4 Pangkalan Banteng 37.231 38.993 40.806 4,65 

5 Pangkalan Lada 31.589 32.494 33.400 2,79 

--

6 Arut Utara 17.922 18.530 19.142 3,30 

Kotawaringin Barat 269.629 278.141 286 714 3,08 

Smnber Data. Kabupaten Kotawanngm Barat Dalam Angka Tahun 2017 

3. Potensi Pengembangan Wilayah 

Penggunaan lahan merupakan indicator intensitas pemanfaatan ruang. 

Penggunaan lahan yang kompleks akan menunjukkan intensitas 

pemanfaatan ruang yang tinggi. Penggunaan tanab/laban dapat pula 

digunakan sebagai bahan untuk melihat tingkat kerusakan lingkungan. Di 

wilayab Kabupaten Kotawaringin Barat penggunaan tanab/lahan masih 

didominasi oleh corak alamiab yaitu berupa hutan. Penggunaaan tanabllaban 

didontinasi oleh perl<ebunan rakya~ perl<ebunan besar, sawah, 

ladang!tegalan, kebun campur, pennukiman dala lain-lain, sebagaimana 

terlihat pada table berikut: 
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Tabel4.3 Penggunaan Laban di Kabupaten Kotawaringin Barat 

No Jenis Penggunaan Lahan Luas(Ha) % 

I Hutan Lebat 513.917,11 52,11 

~ 

2 Ladangffegalan 35.635,55 3,61 

3 Perairan 11.258,94 1,14 

. .. 
4 Alang·AJang 33.968,94 3,44 

5 SemW< 46.722,67 4,74 

6 Hutan Belukar 167.255,64 16,96 

7 Kebun Sejenis 8.201,72 0,83 

8 Pemukiman/Kampung 13.042,39 1,32 

9 Kebun Campuran 54.984,28 5,51 

10 Perkebunan Besar 101.299,57 110,27 

Jumlah 986.286,49 100,00 

.. 
Sumber. Revtst RTRW Kabupaten Kotawanngm Barat 

Jenis lahan!tanah pada suatu kawasan wilayah sangat berpengaruh 

terbadap pengalokasian laban yang dialokasikan penggunaannya oleb 

Pemerintah Daerah setempat dalam pengembangan pembangunan kawasan 

tersebut seperti pertanian, perkebunan, kebutanan dan perumahan. Adapun 

jenis lahan/tanah yang terdapat diwilayah Kecamatan Kumai meliputi: 

lotosal, komplek podsolik merah kuning-podsol, laterik, alluvial, regosol 

podsol, organosal serta danau atau rawa-rawa. 

Berdasarkan deskripsi wilayab, dapat diidentifikasi wilayab yang 

memiliki potensi untuk: dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti 

perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain 

dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah. 

43635.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



62 

4. Struktur Perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat 

Struktur ekonorni yang dibangnn oleh lapangan usaha produksi akan 

bergerak menjadi kekuatan ekonomi. Lapangan usaha dengan NTB (Nilai 

Tam bah Bruto) terbesar akan menjadi tulang pnnggnng perekonomian suatu 

daerah. Semakin besar NTB suatu lapangan usaha maka akan semakin besar 

pula tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap lapangan usaha ekonomi 

terse but. 

Struktur perekonomian Kotawaringin Barat didominasi tiga sector 

yaitu sector Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sector lndustri Pengolahan 

serta sector Perdagangan, Restoran dan HoteL Melihat besamya kontribusi 

Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terbadap PDRB Kotawaringin 

Barat menunjukan bahwa ekonomi Kotawaringin Barat masih tergantw1g 

pada somber daya alam (resource base). Telah terjadi pergeseran struktur 

ekonomi pada masyarakat Kotawaringin Barat dari sector Pertanian, 

Kehutanan dan Perikanan ke sektor ekonomi lainnya. Hal ini terlihat dari 

pergeseran besamya peranan masing-masing sector ini terhadap 

pembentukan PDRB Kotawaringin Barat. Sektor Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan perlaban-lahan menurun diiringi dengan kenaikan pada sector 

lndustri Pengolahan, sector Perdagangao, Restoran dan Hotel serta beberapa 

sector lain yang mengalami penambahan konm.Dusi dari tahun ke tahun. 

5. Keadaan Umum Perikanan 

Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Kabupaten yang memiliki 

potensi sumberdaya perikanan yang besar baik perikanan laut maupilll 
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perikanan air tawar. BPS mencatat Kabupaten Kotawaringin Barat dengan 

panjang pantai 178 km, luas wilayab !aut 341.760 km2 dan areal 

penangkapan ikan diperairan umum 135.000 ha. Sementara itu, produksi 

perikanan tangkap pada tabnn 2017 di !aut mencapai 20.813,94 ton atau 

80,5%. Potensi ini memungk:inkan Kabupaten Kotawaringin Barat 

mengembangkan sector usaha perikanan. 

Tabel 4.4 Produksi Perikanan Kabupaten Kotawaringin Earat Tabun 
2017 

Tahun Budidaya Perairan Perairan Laut Total 
Umum 

2017 4.962,07 2.886,49 12.965,38 20.813,94 

2016 5.129,69 3.918,30 10.874,40 19.922,39 

2015 1.392,44 2.008,67 12.165,80 15.566,91 

2014 2.822,60 1.172,19 9.511,90 13.506,70 

Sumber. Kabupaten Kotawanngm Barat Dalarn Angka Tabun 2017 

Tabel di alas memperlihatkan produksi perikanan tangkap Kabupaten 

Kotawaringin Barat 80,5% nya dihasilkan di Kecamatan Kumai sebagai 

Kecarnatan di wilayab pesisir yang berasal dari peuangkapan ikan di !aut 

Sebagai wilayab pengbesil ikan terbesar di Kabupaten Kotawaringin Bara~ 

Kecarnatan Kumai juga mengerubangkan usaha pengolabau ikan. 

Potensi usaba budidaya tambak tabun 2017 di Kabupaten 

Kotawaringin Barat sebesar 35.200 ha. Dari tuasan tersebut yang sudah 

diusahakan dan aktif beroperasi selnas 93,63 ha atau sebanyak 362 Rumah 

Tangga Perikanan (RTP), Selain itu pengernbangan usaba perikanan 

mencatat 28 unit pengolahan ikan yang terdiri dari 14 usaha skala mikro, 9 

usaha skala kecil, 4 usaba skala menengah dan 1 usaha skala besar, secara 
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keseluruhan pada tahun 2017 berproduksi sebanyak 28.260 kg produk per 

bulan. Sebagian besar adalab pengolaban basil laut yang berlokasi di 

Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barn!. Jumlah ini seruakin 

meningkat ditandai dengan masuknya permohonan pernbinaan dari 14 usaba 

skala mikro pengolahan ikan kepada Dinas Perikanan Kabupaten 

Kotawaringin Barnt pada tabun 2017. 

Tabel 4.5 Data Pwduksi Olaban Hasil Perikanan di Kabupaten 

Kotawaringin Barat Tabun 2017 

No Jenis Has.il Tahun 
Produksi 2013 2014 2015 2016 2017 
Olahan 

I. Produksi Segar 2,243.5 2,581.3 2,919.2 3,257.1 3,595.0 

.. 
2. Produksi Beku 300.0 3600 420.0 480.0 620.0 

3. Pin dang 968.1 1,019.9 1,071.8 1,123.6 1,175.5 

.. 
4. Terasi 485.4 512.0 538.6 565.2 591.7 

5. Ikan Asin I ,855.0 1,823.8 1,792.5 1,761.2 1,940.5 

6. Perla 549.7 565.3 580.8 596.4 611.9 

1. Lain-lain 4,822.8 4,944.3 5,065.8 5,187.3 5,308.7 

lumlah 11,224.5 11,806.6 12,388.7 12,970.7 13,632.8 

Sumber. Data Stattstik Pengolahan Hasd Perikanan Tabun 2017 

Usaba pengolaban hasil perikanan di Kecamatan Kumai mengalami 

perkernbangan cuknp pesat dengan produk cuknp besar. Produksi olaban 

tersebut di dominasi produksi olahan usaba rumah tangga (home industry), 

baik dalam bentuk kelompok usaba maupun perorangan. 
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B. Hasil Penelitian 

1. Implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) pada Usaha Kecil 

Menengab (UKM) Pengolahan Kerupuk 

Penetapan standardisasi produk sangat penting dalam rangka 

meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan oleh produsen. Maka, SNI 

bukanlah suatu kebijakan pemerintah yang menahan produk-produk luar 

negeri untuk: masuk dan bersaing di dalam negeri melainkan adalah untuk 

melindungi kepentingan hukum konsumen yang tidak lain adalah 

masyarakat dalam negeri sendiri. Kepentingan hukum tersebut adalah 

jaminan terhadap konsumen untuk meodapatkan barang,jasa yang 

berkualitas baik. 

Penerapan SNI pada dasamya bersifilt sukarela. Narnun, SNI yang 

berkaitan dengan kepentingan kesehatan, keselamatan, kearnanan, dan 

pelestatian fungsi lingkungan hidup (selanjutnya disebut K3L), atau atas 

dasar pertimbangan tertentu dapat diberlakukan secara wajib. Berdasarkan 

alasan di atas maka Kementerian Perindustrian telah memberlakukan 

penerapan beberapa SNI secara wajib. Penerapan standar memerlukan 

prasarana teknis dan institusional meliputi standar produk dan standar 

pendukungnya (cara UJI, cara pengukuran, dsb), lembaga penilaian 

kesesuaian (sertifikasi sistem rnutu, sertifikasi personil, inspeksi, 

labomtorium uji dan kalibrasi), dan peraturan perundang-undangannya 

sendiri. 

Implementasi kebijakan SNI pengnlahan kerupuk yang dilakukan oloh 

pelaku usaha yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat sampai saat ini 
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masih belum dijalankan secara optimal, karena pengolah belom menjiwai 

makna dan manfaat dari SNJ, tennasok implementasikan SNI secara benar 

dalarn pengolahan kerupok. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi 

SNJ yang belom optimal dijalaokan oleh pernerintah daerah. Dari 

pengarnatan di lapangan faktor tersebut masih banyak penyimpangan yang 

teijadi dalam melakokan proses pengolahan kerupok balk dari aspek GMP 

maupun SSOP. 

GMP merupakan suatu pedoman bagi industri pangan, untuk 

memproduksi makanan dan minumna yang baik. GMP menurut keputusan 

Menteri Kesehatan Nomor 23/MENKES/111978 tentang cara produksi 

makanan yang balk meliputi: lokasi dan lingkuugan, bangnnau, mutu 

prodok akhir, peralatan prodoksi, bahan baku, bygiene karyawan, fusilitas 

sanitasi, pelabelan, wadah kemasan, penyimpanan, pemeliharaan dan 

program sanitasi, serta laboratorium dan pemeriksaan. 

GMP menghasilkan produk akbir yang aman, bennutu, dan sesuai 

selera konsumen serta menghasilk:an pangan yang layak, aman dikonsumsi 

sesmi dengan tuntutan konsumen baik domestik maupWl intemasional. 

Prinsip dasar Good Manufucturing Practices (GMP) adalah mutu dan 

keamanan prodok tidak dapat dibasilkan hanya dengan pengnjian 

(inspection/testing), namun barns menjadi satu kesatuan dari proses 

produk:si. 

Dari basil pengamatan dilapangan aspek GMP hanya instnnnen 

Syarifah Sahnah yang sudah meuerapkan standar dengan balk dalarn 

menghasilkan produk yang bennutu dan teijamin kualitas. lnstrumen ini 
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tahu dan paham arti pentingnya GMP dalam proses produksi yang 

merupakan salah satu persyaratm penting untuk mutu olahan yang 

dijalankan. Produk yang aman tidak hanya dati bahan baku yang diolah saja 

tetapi mulai dari memilih bahan baku, cara proses mengolahnya sampai 

dengan penanganan distribusi produk dengan baik. 

Sedangkan pengolah kerupuk yang lain dalam menerapkan SNI 

pengolahan kerupuk masih kurang kesadaran dalam pelaksanaannya karena 

kurangnya dimiliki wawasana dan ketrampilan yang dimiliki karyawan 

sehingga cara mengolab kerupuk dengan caranya sendiri tanpa mengetahui 

aspek-aspek yang harus dijalankan untuk mengh?.silkan produk yang 

bermutu. Pengawasan dalam memproduksi kerupuk haros benar-benar di 

awasi oleh pemilih supaya hal-hal terjadi ada dalam penyimpangan dapat di 

kendalikan. 

Hasil pengamatm ini bahwa pengolah kerupuk di Kabupaten 

Kotawaringin Barat hanya satu pengolah kerupuk yang sudah memenuhi 

standar yang sesuai dengan persyaratan Standar Nasional Indonesia. Dan 

instrumen lainnya masih banyak kekurangan yang haros dibenalti baik tata 

ruang, lingkungan pengnlahan, peralatm, kehersihan dalam mengolah dan 

alur proses pengolahan yang masih kontmtinasi silang, dikarena pengolah 

kerupuk ini belum mempunyai rumah produksi sendiri, dan kenyataan 

dilapangan masih bergabung jadi satu dengan dapur keluarga dalarn 

mengolah kerupuknya. 

Sanitation Stmdard Operating Prosedure (SSOP) adalah suatu 

prosedur sanitasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan mencakup 
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kebiasaan atau standar perusahaan untuk dilaksanakan oleh perusahaan. 

Sanitation Standard Operating Prosedure (SSOP) merupakan salah satu 

persyaratan kelayakan dasar yang dimaksndkan untuk melaknkan 

pengawasan terbadap kondisi lingkungan agar tidak menjadi smnber 

kontantinasi terbadap prodnk yang dihasilkan, (Direktorat Jenderal 

Perikanan, 2000). 

Penerapan SSOP pada Usaba Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten 

Kotawaringin Barat kbususnya Kecarnatan Kmnai masih belum optimal 

dalarn pelaksanaannya. Dalarn penerapan SSOP ada 8 aspek yang harus 

dilaksanakan da1am memenuhi aspek sanitasi yaitu: keamanan air, sanitasi, 

kontaminasi silang, sanitasi karyawan, pencegahan pencampuran bahan 

beracun, pelabelan dan penyirnpanan, kesehatan karyawan, pengawasan 

binatang pengganggu (pest control). 

Dari basil pengamatan pengolah kerupnk dilapangan dalarn 

menerapktm aspek SSOP masih ditemnkan penyirnpangan yang dilakukan 

saat proses mengolah kerupnk. Dengan ktnangnya kesadaran dalarn 

menerapkan SSOP para pengolah harus sering dibina dan diingatkan agar 

aspek SSOP irti harus dijalanktm sebagai dasar layaknya prodnk yang 

dihasilkan agar terjamin mutunya. 

Dalarn hal memprodnksi suatu prodnk yang arnan dan terjantin 

mutunya perlu diterapkan prinsip-prinsip SSOP yang barns diterapkan 

dalarn mengelolahnya yang mempunyai 8 aspek yang harus dijalankan 

secara tertib oleh semua pengolah yang menghasilkan suatu produk yang 

benar-benar hygiene dan aman dikonsumsi. Prinsip-prinsip yang 
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diperhatian dalam penerapan SSOP mulai dari penerimaan bahan baku, 

proses mengolahnya sampai penyimpanan dan distribusi produk yang 

memenuhi standar sanitasi. 

Adapun basil wawancara dan pengamatan instrumen mengenai 

pelaksanaan dalam menjalankan syarat SNI pengolahan kerupuk: 

"salah satu syarat SNI harus sudah menjalankan GMP ini hams 
dilakukan mulai pembersihan alat pengolahan sesudah dan sebelum 
dipakai harus bersihkan, kebersihan karyawan da1am proses 
pengolahan hams dijaga mulai menerima bahan mentah sampai 
menjadi produk siap di pasarkan. Selain itu juga menjalankan SSOP 
kalau ditempat saya menghindari kontaminasi silang agar produk yang 
diolah tidak tercernar dengan bahan-bahan lain, saya juga mengawasi 
langsung prosesnya. Supaya nantinya proses produksi kerupuk ini 
mu1ai awal dari bahan mentahlbahan baku, pengolahan, pengemasan, 
sampai pemasaran penanganannya harus dengan baik, dengan 
menjalankan GMP dan SSOP yang sesuai standar dan basil uji produk 
sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan maka SNI sudah saya 
dapatkan. Dengan SNI kerupuk saya ini membuktikan bahwa kernpuk 
saya sudah aman dan terjamin mutunya untuk dipasarkan baik 
didalam maupun ke luar negeri". (Wawancara Syarifah 
Sahnahlpengolah, 13 Januari 2018) 

Pengo lab tersebut diatas sudah menjalankan syarat -syarat SNI mulai 

tahun 2013, pengolah ini memang semangat dan mempunyai motivasi tinggi 

dalam mengembangkan usahanya, karena terlihat setiap pembinaan dari 

dinas terkait atas saran atau masukan selalu di terima dengan baik demi 

memajukan usaha yang dijalankan. Dengan menjalankan syarat SNI produk 

kerupuk ini sudah dipasarkan kemana-mana dan permintaan dari bulan ke 

bulan selalu meningkat, bahkan sering kehabisan stok yang disebabkan 

kekurangan bahan baku ikan tenggiri yang dipengaruhi oleh musim. Awal 

menjalankan syarat SNI memang kesulitan terutama disiplin karyawan 

dalam menjalankan aspek GMP dan aspek SSOP yang hams benar-benar 

d.ijalankan dengan balk. Semua butuh pengorbanan dan waktu untuk 
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mencapai sesuatu yang baik demi mendapatkan SNI kerupuk agar produk 

yang di olah aman dan berlmalitas. Selain instrument Syarifah Salmah yang 

sudah berkembang sedangk:an instrwnent lain ini juga memproduksi 

kempuk tenggiri, berikut basil wawancaranya: 

"kalau saya saat ini melaksanakan syarat SNI belum bisa, masih berat 
karena banyak yang hams diperniapkan, tidak mudah pengolah seperti 
saya bisa menjalankan syarat SNI". (wawancara Jumariyahlpengolah, 
tanggal 20 Januari 2018) 

"bagiku susah mengolah dengan ketentuan sesuai dengan prosedur 
muJai bahan baku, mengolah, merebus, menjemur, mengemas sampai 
dipasarkan harus dijaga dengan baik, merepotkan kalau memakai 
syarat SNI proses produksinya lama". (Wawancara 
Hj.Mardiana!pengolah, tanggal9 Januari 2018) 

"bagi saya terlalu jauh untuk menuju kesitu, yang penting saya 
menjalankan pengolahan kerupuk ini menjaga kebersihan mu1ai awal 
mengolah sampai akhir kerupuk bisa dipasarkan dan aman dapat 
konsumsi". (wawancara Rosdianalpengolah, tangga18 Januari 2018) 

Dari hasil wawancra ketiga pengolah tersebut dalam menjalankan 

syarat SNI para pelaku usaha masih belum mampu secara keseluruhan 

dalam menjalankan sehari·hari pada saat proses pengolahan karena 

kemampuan para pengolah sendiri masib pas·pasan dalam memproduksi 

kerupuk baik dari segi keuangan mauptm dari segi sarana maupun prasarana 

yang dimiliki. Dengan keadaan seperti itu para pengolah ini mengolah 

dengan peralatan seadanyai yang penting basil produk lalcu dipasarkan dan 

hasilnya bisa membantu perekonomian keluarga. Menjalankan syarat SNI 

ini dalam mengolah kerupuk barns mempunyai nnnah produksi sendiri 

pisah dengan tempat tinggal atau pisah dari dapur rumah tangga sedangkan 

pengolah yang skala mikro kecil ini masih jadi satu dengan dapur rumah 
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tangga. Adapun wawancara tanggapan pelaksanaan syarat SNI untuk para 

pengo1ah kerupuk kepada aparatur daerah sebagai berikut: 

"Karni mendukung saja, mernang seharusnya pengolab kerupuk 
menerapkan SN1 dalam proses produksinya, tetapi penerapan itu tidak 
mudah harus bertahap dan butuh waktu lama untuk menjalankan. 
Apalagi melihat UKM kita ini sangat minim sarana dan prasarananya, 
sumberdaya manusianya ini menjadi hambatan bagi mereka. Kami 
dari dinas mendukung dalam pembinaan dan apabila dalam 
pengurusan surat-menyurat yang diperlukan UKM dan mempennudah 
mereka apapun yang mereka butuhkan kepada kami, contohnya 
kemaren dari dinas perindag mengratiskan sertifikasi halal bagi UKM 
ini merupakan dukungan dari kami agar UKM bisa maju dan 
berkembang". (Wawancara Phifipus/Kahid.UKM dan Pasar Tanggal2 
Pebruari 20 18) 

"kami selalu memberi dukungan dengan setiap bulan kami ke lokasi 
pengolah dengan kami datang memberi semangat dan motivasi 
mereka tetap mengolah dengan memperhatikan kebersihannya, syarat 
SNI ini tidak mudah diterapkan, dan banyak syarat yang barns 
d.ipenuhi tetapi semua itu hams pelan-pelan dijalankan oleh semua 
pengolah". (wawancara, John Heriono/Kasi.APKUP, tanggal 26 
Januari 2018) 

Dari basil wawancara dua dinas terkait memang hams ada kerjasama 

antara pemerintah dengan para pengolah agar dalam melijalankan usaha 

hares didukung sarana dan prasaraoanya ini yang menjadi terpenting dalarn 

mengembangk:an usaha. Dilihat kondisi pengolah yang ada ini kenyataannya 

memang sarana dan prasarana masih minim yang dimiliki untuk 

mengembangkan usahanya. Sehingga mereka ini mengolah kerupuk: dengan 

apa adanya, yang penting menghasilkan produk aman dikonsumsi 

konsumen. Sebagai aparatur daerah tidak bisa berbuat apa-apa kalau dalam 

pelaksanaan tidak bisa mernbantu fasilitas yang dibutuhkan para pengolah 

terutama bantuan alat pengolahan, sedangkan dari dinas sekarang ini hanya 

melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para pengolah dalam 
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mengembangkan usahanya. Ini basil wawancara dari aparat desa mengenai 

syarat SNI bagi para pengolab: 

"saya hams mendukung, mendampingi dan memonitoring agar 
mereka ini diperllatikan dari Desa, apapun yang diperlukan selagi 
Desa bisa membantu kami bantu. saya sudah tabu SNI bagi 
pengolaban, apalagi di Desa ini sudab ada pengolab yaug sudab 
mendapatkan SNI, ini merupakan kebanggaan bagi desa untuk 
mejlllljung nama desa semakin dikenal banyak orang, dengan adanya 
pengolah ibu syarifah ini saya medukung untuk selalu 
mempertahankan produk kerupuknya agar tetap dijaga kwalitasnya. 
Saya mengetahui pro5es mendapatkan SNI ini tidak rnudah, butuh 
waktu dan proses lama, tetapi dengan kegigihan dan mctivasi yang 
tinggi pengolab ini terns beljuang untuk mendapatkan SNI. Pengolab 
itu harus jangan patah menyerah dalam menghasilkan produknya, 
kalau bisa dari tahun ke tahun harus ada peningkatan agar 
perekonomian desa juga ikut berkembang. Desa ini siap menfasilitasi 
baik Wltuk pelatihan maupun sosialisasi tentang SNI dalam 
meningk:atkan perkembangan mutu pengolahan kerupuk". (wawancara 
Mulkam!Kepala Desa Sungai Kapitan tanggal31 Januari 20 I 8) 

Sernua pengoJah disini dalam menjalankan usahanya perlu 

pendarnpingan agar dalarn mengembangkan usaba diperbatikan baik dari 

aparat setempat maupun dari dinas terkait. Sebagai aparat desa semestinya 

memperbatikan kegiatan yang dilakuk:an masyarakatnya terutama bagi para 

pengolah usaha mikro dan kecil ini Dengan adanya pengolah ini desa 

merasa seuang karena produk yang dipasarkan akan membawa nama baik 

desa juga, meskipun basil olahan yang dipromosikan ini ada yang sudah 

berkembang dan ada yang mulai berkembang. Misalkan pengolab yang 

sudab menjalankan SNI ini pertmnbuban produksinya selalu meningkat dari 

bulan ke bulan dibandingkan pengolab yaug belmn menjalankan SNI. 

Tetapi semua itu barns didukung agar kedepannya sama-sama berkembang 

dalam meningkatkan perekonomian keluarga dan desa itu sendiri. Disisi lain 

ada aparat setempat diwiaJayalmya tidak mengerti tentang SNJ terhadap 
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masyarakanyat yang menjalankan usaha pengolahan kerupuk, berikut basil 

wawancara: 

"saya tidak tahu SNI itu apa bagi pengolahan kerupuk, karena saya 
menjadi aparat disini juga baru 1 tahun, saya cuma mengetahui saja 
kalau disini banyak pengolaban yang dilakukan masyarakat, pada 
dasarnya saya mendukung apapun yang dilakukan oleh warga 
dikelurahan ini, sedangkan cara penerapan dan syarat SNI terns terang 
saya tidak tabu". (wawancara Abdul Gapur/Lurah Kumai Hilir tanggal 
24 Januari 2018) 

Dalam menjalankan syarat SNI pengolahan kerupuk di Kabupaten 

Kotawaringin Barat ini para pengolah masih belwn optimal menjalankan 

sesuai yang di syaratkan untuk menerapkan standar produk yang dihasilkan 

para pelaku usaha, pemerintah hams ilrut andil dalam memberikan jaminan 

keamanan dan mutu bagi konsumen dan membangun persaingan yang sehat 

pada pelaku usaba. Oleh karena itu standar yang diberikan untuk 

mengetahui kreteria keamanan dan kualitas produk yang harus sesuai 

dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Pemerintah sebagai control 

dalam memasrikan jenis~jenis produk yang beredar di pasar apak:ah sudah 

layak produk tersebut di konsumsi oleh semua konsumen. 

Implementasi kebijakan public dapat diartikan sebagai suatu aktivitas 

pelaksanaan suatu kebijakan public yang ditetapkan bersama untuk 

mencapai tujuan atau sasaran. Oleh karena itu kebijakan public ridak boleh 

bertentangan dengan praktek-prakt~k social yang sudah ada dalam 

masyarakat sehingga mendapat resistensi ketika diimplementasikan. 

lmplementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan 

yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untl!k 

mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola~pola operasional 
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serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana 

yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatuya juga 

upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program 

dilaksanakan. lmplementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang 

bertanggungjawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga 

menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam tataran 

praktis, impl.ementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. 

Adapun factor-faktor yang mempengaruhi implementasi Standar 

Nasional Indonesia (SNl) pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dapat 

dianalisa 2 faktor yang mempengaruhi implementasi. Faktor tersebut 

meliputi pendukung dan penghambat daJam menerapkan standar nasional 

Indonesia pada usaha kecil menengah pada pengolahan kerupuk. Adapun 

basil wawancara dilapangan mengenai dukungan pemerintah daerah melalui 

instansi/Iembaga terkait dalam penerapan SNI bagi pengolahan kerupuk: 

"dalam menerapkan SNl untuk pengolah kami sangat mendukung, 
menfasilitasi apa yang diperlukan pengolah selagi kami bisa 
membantunya, kenyataan dilapangan pengolah yatig di Kabupaten 
ini mayoritas belum sampai kearah SNI, mayoritas ijin yang dimiliki 
P-IRT dari Dinas Kesehatan, dan halal dari MUI bagi saya sudah 
layak dikonsumsi secara lokal, apabila sudah ada yang SNI kami 
bangga dan kami dampingi dan membinanya agar usahanya terns 
berkembang''. (Wawancara Philipus!Kabid. UKM dan Pasar, 2 
Pebruari 20 18) 

Semua pelaku usaha yang ada di Kabupaten ini hams d.i dukung dari 

dinas terkait karena tanpa adanya para pelaku usaha ini dinas juga tidak ada 

laporan dan kegiatan yang akan dilakukan untuk menyejahterakan 

masyarakat Kabupaten. Mengenai masalah penerapan SNI bagi para 

pengolah ini hams ada bimbingan dan wawasan pengetahuan du1u dari para 
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pelaku usaha agar tidak kaget dengan adanya penerapan SNI itu sendiri 

dalam menjamin suatu produk yang aman dan berkua1itas untuk dikonsumsi 

masyarakat. Hal ini sependapat dengan wawancara: 

"dukungan yang saya berikan kepada pengolab yang sudah!belum 
SNI selalu saya dampingi dan bina mulai pengajuan SNI sampai 
hasilnya keluar SNI, kami selalu berusaba membantu pengolab yang 
ingin mendapat SNI baik memperbaiki sarana dan prasarana yang 
barns dilengkapi dalam penerapan SNI, kalau yang belum SNI kami 
juga membina agar yang lain tetap bersemangat pelan~pelan ikut 
melaksanakan dan berjuang untuk mendapatkan SNI". (John 
Heriono/Kasi APKUP, 26 Januari 2018) 

Dari basil wawancara tersebut bahwa dinas mendukung apapun yang 

dijalankan para pengolah ini untuk mengembangkan u::ahanya. Pengolah ini 

harus didampingi agar bersemangat dalam menjalaokan pengolab dengan 

adanya pembinaan pengolah mendapat wawasan tentang bagaimana 

pengolahan yang baik menurut aturan pemerintah, dengan cara tersebut 

selain merasa d.iperhatikan oleh dinas para pengolah ini juga kita perhatikan 

dan monitoring agar usaha yang dijalankan terns berkembang. Untuk 

menjalankan syarat SNI semua butuh waktu dan proses untuk 

melaksa.nakan, tetapi sebagai aparatur pemerintah selalu mengingatkan dan 

memberi pengetahuan bahwa tujuan dan manfaat SNl ini sangat bagus 

untuk kedepannya dalam meogembangkan osaha. Seperti tahun kemaren 

dari dinas Perindag menfasilitasi sertifikat halal dari MUI gratis bagi para 

pengolab dengan ini kami mendukung untuk para pelako usaha tetap terus 

berkembang. Selain dukllllgan dari instansi terkait ada dukungan dari 

aparatur desa dalam mengembangkan usahanya, ini basil wawancara: 

"sebagai aparat saya harus menduklmg aktivitas yang dilakukan oleh 
warga saya, apalagi untuk memajukan kesejahteraan ekonomi yang 
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ada di kelurahan ini, semampu saya akan membantu selagi 
dibutuhkan pengolah". (wawancara Abdul Gapur/Lurah Kurnai Hilir, 
24 Januari 2018) 

Dalam mengembangkan usaha para pengolah ini perlu didukung 

agar mereka ini semangat dalam memajukan usaha yang dijalani. Apapun 

yang dilakukan para pengolah ini membantu perekonomian keluarga agar 

meningk:at dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan melakukan 

pengolahan ini kesejahteraan bisa meningkat meskipun pengolahan yang 

dilakukan masih trad.isional dan sarana dan prasarana yang dimiliki masih 

minim, dengan keadaan seperti itu semangat untuk mengolah para ibu-ibu 

ini tetap tinggi demi meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Di sini 

pelaku usaha masih belurn optimal melaksanakan penerapan SNI yang 

sesuai dengan standar pemerintah, karena pelaku usaha ini beranggapan 

bahwa basil produk olahan yang selama ini dihasilkan aman dikonsmnsi 

konsurnen dengan bukti tidak ada masalah pada saat dipasarkan. Beriknt 

basil wawancara dengan aparat setempat mengenai penerapan SNI terhadap 

pengolah: 

"ya mensosialisasikan agar dalam mengolah harus sesuai yang 
disyaratkan pemerintah, tetapi tidak bisa pengolah-pengolah 
diharusnya sesuai standar karena kemampuan beda-beda rata-rata 
pengolah disini mengandalkan peralatan yang dimiliki yang menjadi 
sarana untuk mengolah kerupuk" (Mulkam!Kepala Desa Sungai 
Kapitan, 31 Januari 2018) 

Pemyataan di atas menggambarkan bahwa implementasi kebijakan 

Standar Nasional Indonesia pada usaha kecil dan menengah pengolahan 

kerupuk sudah pemah ada ini mengisyaratkan adanya komunikasi antara 

pemerintah dengan pelaku usaha. Tetapi implementasi ini kurang memaknai 
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dihati pelaku usaha kerupuk dalam pentingnya mempraktekkan 

implernentasi SNI da1am proses pengolahan kerupuk. 

Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa 

yang telah dipuntskan oleh legislatif atau para pengarnbil keputusan, seolah-

olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, 

tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak 

akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakau dengan baik dan benar. 

Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan 

dilaksanakan secara maksirnal dan dapat mencapai tujuan kebijakan iru 

sendiri. 

Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang 

seharusnya tetjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau 

dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha lliltuk 

mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat 

atau kejadiau-kejadian (Mazmanian dan Sabatier dalarn Widodo (201 0:87) 

Para pengolah kerupuk dalam proses pengolahannya cukup paharn 

dalam menjelaskan prosedur mengolah kerupuk yang d.ijalani sehari-hari. 

Tetapi apakah selama ini proses produksi selalu di monitoring atau d.i bina 

dengan dinas terkait untuk mengembangk:an dan memberi wawasan supaya 

memproduksi basil olahannya hams benar-benar sesuai prosedur atau 

standar yang disyaratkan oleh pemerintah. Berikut hasiJ wawancara kepada 

instrumen: 

"prosedumya kalau mengolah/memproduksi kerupuk tidak boleh 
bolak-balik, tapi dalam prakteknya masih belum bisa saya lakukan 
karena tempat mengolah masih jadi satu rumah". (Wawancara Urni 
Kalsum/pengolah tanggall3 Januari 2018) 
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Pengolah diatas ini dalam memproduksi kerupuk cukup besar tetapi 

proses pengolahannya masih satu ruangan dengan dapur dengan kata lain 

belum mempunyai rumah produksi sendiri. Pengolah ini tabu kalau 

usahanya tidak sesuai dengan prosedur, apabila pada saat proses produksi 

memakai prosedur sesuai standar yang ada bagi malah lama dan ribet. Hal 

ini sependapat dengan pengolah yang lain: 

"saya tidak menjalankan sesuai dengan prosedur harus ini itu, malas 
saya mengolah sesuai dengan kehendakku sendiri, malas saya diatm 
harus begini begitu malah ribet dan lama selesai mengolah". 
(wawancarn Masitah/pengolah tanggal21 Januari 2018) 

"saya mengolah kerupuk tidak memakai prosedur yang dianjurkan 
pemerintah bagi saya ribet yang penting saya mengolah dengan 
menjaga kebersihan". (Wawancara Sarnsul Badriyahlpengolah, 14 
Januari 2018) 

Dari basil wawancara kedua pengolah dan pengamatan di lapangan 

bahwa pengolah ini belum melakukan prosedur dalam mengembangkan 

usaha yang d.ijalani, meskipun sarana dan prasarana yang dimiliki masih 

banyak kekurangan tetapi dengan silcap kemauan dan semangat untuk in gin 

maju sangat tinggi menjadi pendorong agar usaha ini lebih berkembang. 

Prosedur ini tujuannya untu_l( memudahkan kegiatan dalam beketja hokan 

ma1ah menjadi penghambat dalam melaksanakan proses produk:si. 

Dalam pelaksanaannya standar ini menjadi sebuah acuan bagi para 

pe~aku usaha sebagai standar dalam melaksanakan proses mengolah 

kerupuk. Standar ini hams dipublikasikan kepada pelaku usaha kerupuk, 

baik melalui pembinaan, media cetak maupun media elektronik sehingga 

semua pelaku usaba yang ingin mengt>tahui standar yang memnuhi syarat 

dari pemerintah bisa memahami prosedur mengenai bagaimana penerapan 
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standar yang benar, tentang mekanisme/prosedur pengolahan, penyimpanan, 

pelabelan, distribusi, dan sebagainya. Dengan adanya sosialisasi standar 

pelaku usaha ini bisa mengetahui baik buruknya pengolahan kerupuk yang 

selama ini dijalankan. 

Implementasi tersebut seharusnya ditunjang dengan komitmen 

pemerintah daerah melalui beberapa kagiatan antara lain penyuluhan, 

pelatihanlsosialisasi, pengadaan sarana dan prasarana serta pengujian mutu 

basil olahan. 

Selain melaksanak:an kebijakan perlu dulamgan adanya anggaran 

untuk menjalankan implementasi SNI pada UKM pengolah kerupuk agar 

bisa beijaJan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. Berikut 

wawancara kepada instrumen: 

"Anggaran untuk mendukung dalarn pencapaian SNJ bagi pengolah 
dari Dinas tidak ada untuk. tahun ini, untuk itu harus direncanakan 
tahun ini pclaksanaan untuk tahun depan". (Wawancara 
Philipus/Kabid. UKM dan Pasar, 2 Pebruari 2018) 

Untuk tahun ini anggaran mendukung penerapan SNI bagi pengolah 

belum ada karena talmo kemaren tidak di anggarkan, karena tidak mudah 

menganggarkan kegiatan tanpa perencanaan yang matang, penerapan SNI 

ini mernang sulit dan banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk 

kearah SNI, yang penting sekarang ini para pengolah diberikan pengetahuan 

dengan cara pembinaan atau sosialisasi agar mereka ini mengerti tujuan dan 

manfaat dari SNI itu sendiri. Hal ini juga sependapat dengan dinas lain, 

berikut basil wawancara: 

"dari kami anggaran untuk membantu pengurusan SNI tidak. ada. kami 
hanya membantu keperluan UKM dalam pengurusan ijin yang 
d.ibutuhkan serta mengadakan sosialisasi setiap tahun untuk. para 
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pengolah dengan sosialisasi ini para pengolah bisa mempunyai 
wawasan dalam memajukan usahanya". (wawancara John 
Heriono/Kasi APKUP tanggai26 Januari 2018) 

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa instansi ini mendukung 

secara moral, tetapi masalah anggaran untuk membantu beijalannya SNI 

dari instansi terkait belum ada, sedangkan menjalankan syarat-syarat SNI 

semua butuh anggaran untuk mencapai tujuan. Selama ini dinas hanya bisa 

membatu pengurusan ijin yang diperlukan para pengolah, seadainya dapat 

menganggarkan untuk: menfasilitas mendapatkan SNI barns di anggarkan 

tahWI ini yang nanti pelaksanaaannya tahun depan. Selain bantuan tersebut 

pemerintah daerah melalui d.inas terkait hams mengadakan sosialisasi 

tentang pentingnya menjalankan syarat-syarat SNI dalam memproduksi 

olahan kerupuk. Dengan cara ini para pengolah dapat ilmu pengetahuan 

dalam mengembangkan usahanya mulai pemilihan bahan baku yang 

diperlukan serta penanganan saat proses produksi sampai distribusi produk 

yang dihasilkan. Ini hasil wawancara dari aparat desa: 

"dikelurahan ini tidak ada dana atau anggaran untuk melakukan 
bantuan alatlpembinaan/melakt!kan soslalisasi ke para pengolah~ 

pengolah disini, kami bisanya sekarang ini membantu mempennudah 
urusan perizinan yang diminta pengolah. Saya lihat pengolah di 
sekitar sini sumberdaya yang dimiliki memang minim dan ibu~ibu 
rumah tangga yang sudah berumur tua, walaupun seperti itu saya 
bangga merupunyai warga yang bersemangaf'. (wawancara Abdul 
Gapur/Lurah Kumai Hilir, 24 Januari 2018) 

Hasil wawancara bahwa pengolah ini memang sumberdayanya masih 

rendab karena yang mengolah kerupuk ini mayoritas ibu~ibu rumab tangga, 

sehingga mengolah kerupuk ini sudah turun~temurun jadi tidak per1u barns 

mempunyai sumberdaya yang tinggi cukup mau bekeija mengolah kerupuk. 

Berikut wawancara kepada instrumen: 
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"kami sering komunikasi dengan pengolah baik diundang maupun 
tidak diundang ke rumah-rumah pengolah karena kami ingin dekat 
dengan pengolah untuk mengetahui kendala maupun harapan yang 
diingink:an pengolah Wltuk memajukan usaha yang dijalani selama ini 
agar berkembang luas. Sumber daya yang dimiliki masyarakat ini rata­
rata sudah baik karena banyak infonnasi dan teknologi yang bisa 
diakses oleh semua kalangan, buktinya desa ini sudah ada pengolah 
yang sudah menerapkan SNI, ini merupakan sebagai contoh agar 
pengolah yang lain juga mengikuti jejaknya untuk lebih giat 
mengembangkan usahanya, kami sebagai aparat desa selalu 
mendukung pengolahan agar tetap maju dan semangat dalam 
meningkatkan produksi yang bennutu". (wawancara Mulkam/Kepala 
Desa Sungai Kapitan, 31 Januari 2018) 

Dari wawancara tersebut sumberdaya harus dipersiapkan yang 

merupakan factor utama yang harus dimiliki pengolah dalam memajukan 

usabanya. Apabila sumberdaya yang dimiliki terbatas membuat usaha yang 

dijalani akan berkembang Iambat. Masalah ini membutuhkan peran 

pemerintah daerah dalam menanggulangi masalah yang dihadapi para 

pelaku usaha kerupuk agar meraka bisa menjalankan usahanya tanpa ada 

kendala. Pelaku usaha kerupuk ini swnberdaya manusia yang dimiliki masih 

rendah pengetahuan dalam mengembangkan usahanya baik dari segi 

penerapan pengolahan yang baik dan menjaga sanitasi peralatan untuk 

menghasilkan produk yang aman. Dengan keterbatasan sumberdaya 

manusia ini pengolah tidak optimal dalam memanajemen usaha yang 

dilakukan serta catatan pembukuan sering tidak dilakukan. 

Sumberdaya merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi 

pelaksanaan kebijakan karena mempunyai peranan penting dalam 

implementasi kebijakan. Dalam suatu kebijakan, tujuan yang d.itetapkan 

sudabjelas dan logis tetapi bukan hanya faktor tersebut yang mempengaruhi 
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pengimplementasian suatu program. Ketersediaan sumherdaya merupakan 

salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan. Setiap tahap implernentasi 

menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan 

pekeljaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. 

Kegaga1an yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya 

disebabkan oleh manusianya yang tidak mencukupi, memadai, ataupun 

tidak kompeteo di bidangoya. 

Dalam menja1ankan pengolah sesuai dengan standar operating 

procedure UKM ini sering mengalami kesulitan disebabkan kurangnya 

disiplin, kesadaran pada dirinya untuk melaksanakan yang baik Ini basil 

wawancara dan pengamatan mengenai Standar Operating Prosedure yang 

dilakokao peogolah kerupuk dalam menernpkan SNI: 

"Selalu mengawasi karyawan saat beketja mengolah kerupuk, karena 
menerapkan SNI ini sangat sulit, apalagi mendisiphnkan karyawan 
mengolah hams sesuai aturan ini itu butuh waktu lama. dari 
pembenahan tata ruang pengolahan, basil produk di uji harus sesuai 
standar baik aspek GMP dan aspek SSOP sesuai dengan aturan dan 
petunjuk dari pemerintah". (wawancara Syarifah Salmah/pengolah 
tanggal!3 Januari 2018) 

Pelaku usaba ini sudah menjalankan SSOP pada saat produksi, 

menjalankan SSOP ini awalnya memang sulit dalam menjalankan secara 

disiplin saat bekerja tetapi lama-lama karena ini tuntutan agar produk yang 

dihasilkan terjamin aman dan berkua1itas rnaka harus dipaksa untuk 

melaksana secara tertib. Persyaratan sanitasi adalah standar kebersihan dan 

kesehatan yang harus dipenuhi, terrnasuk standar higieni, sebagai upaya 

mematikan atau mencegah hidupnya jasarl renik pathogen dan mengurangi 
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jasad renik lainnya agar basil perikanan yang dihasilkan dan dikonsurnsi 

tidak membahayakan kesehatan danjiwa manusia. 

SSOP (Sanitation Standard Operating Prosedured) adalah Prosedur 

Pelaksanaan Sanitasi Standar yang harus dipenuhi oleh suatu UP! (Unit 

Pengolahan Ikan) khususnya kerupuk tenggiri untuk mencegah terjadinya 

kontaminasi terhadap produk yang diolah. Tujuannya adalah untuk 

memastikan mutu produk dan menjarnin tingk:at dasar pengendalian 

keamanan pangan, serta meminimalisir kontaminasi. 

GMP adalah caralteknik berproduksi yang baik dan benar untuk 

menghasilkan produk yang benar mernenuhi persyaratan keamanan dan 

mutu. Tujuan memastikan mutu produk dan menjamin tiogkat dasar 

pengendalian keamanan pangan dan meminimalisir kontaminasi. Selain itu 

basil wawancara pelaku usaha yang lain sebagai berikut: 

"entah ini sesuai SOP apa tidak saya juga tidak tabu, ya begini 
keadaan tempat produksi saya, trus gimana lagi tempat saya sempit 
untuk membangun ya hams modaJ besar untuk itu, pokoknya saya 
masih produksi bisa mengolah kerupuk laku dipasarkan 
dimasyarakat".(wawancara Umi Kalsumlpengolah tanggal 13 Januari 
2018) 

Menjalankan SSOP ini harus mempunyai rumah produksi sendiri, 

selagi masih mengolah bergabung dengan tempat tingga1 SSOP ini sulit 

untuk dijalankan karena tata ruang proses produksi barns sesuai dengan 

peruntukannya. Melaksanakan SSOP ini harus hati-hati pada saat proses 

produksi karena basil olahan ini makanan yang dikonsumsi konswnen agar 

nantinya produk yang dipasarkan tidak tercemar bakteri atau bahan kimia. 

Hal diatas sama dengan pengolah yang lain, ini basil wawancaranya: 
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"Saya tidak menerapkan SOP karena saya gak mau pakek aturan, saya 
mengolah ikan saya kerok, giling. trus dicetak, direbus dimasukan 
freezer lalu d.i potong dijemur dan dikernas itu saja saya jual selesai. 
Saya tidak perduli sesuai dengan SOP atau tidak yang penting basil 
olahan laku dijual dan tidak ada konsmnen yang protes". (Wawancara 
Masitahlpengolah, tanggal21 Januari 2018) 

Dari basil wawancara dan pengamatan instrwnen diatas dalam 

menjalankan proses produksi pcngolahan kerupuk masih ada penyimpangan 

yang tidak sesuai dengan SOP, padahal SOP ini bertujuan tmtuk 

memperrnudah langk:ah-langkah secara prosedur dalam melakukan 

pengolahan yang efektif sesuai dengan tata cara yang baik agar produk yang 

dihasilkan akan terjamin mutunya. 

Dengan adanya SOP semua kegiatan pengolahan kerupuk dapat 

terancang dengan baik dan dapat betjalan sesuai dengan prosedur. SOP 

dapat dide:finisikan sebagai dokwnen yang menjabarkan aktivitas 

operasional yang dilakukan sehari-hari, dengan tujuan agar pekeijaan 

tersebut dilakukan secara benar, tepat, dan konsisten, untuk menghasiJkan 

produk sesuai standar yhllg telah ditetapkan sebelumnya (Tathagati, 2014). 

Adanya SOP akan membantu perusahaan untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Untuk rnencapai tujuan perusahaan, perusahaan memberikan 

suatu rancangan berupa SOP yang akan menjadi pedoman karyawan dalam 

melakukan tugasnya dan lllltuk rneminimalisasi kesalahan saat melakukan 

togas masing masing karyawan. Sedangkan menurut Budihardjo (20 14 ), 

standar operasional prosedur (SOP) adalah suatu perangkat lunak pengatur. 

yang mengatur tahapan suatu proses kerja atau prosedur kerja tertentu. 

Dengan adanya standardisasi nasional maka akan ada acuan tunggal 

dalam mengukur mutu produk dan atau jasa di dalam perdagangan, yaitu 
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Standar Nasional Indonesia, sehingga dapat meningkatkan perlindungan 

kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik 

untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi 

lingkungan hidup. 

Pada prinsipnya tujuan dari standardisasi nasional adalah Peraturan 

Pemerintah RI No.I02 Tahun 2000 berisi tentang Standardisasi Nasional 

Pasal 3 bertujuan untuk: 

1. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga 

ketja dan masyarakat Jainnya baik untuk keselamatan, kearnanan, 

kesehatan maupun kelestarian fungsi lingkungan hidup. 

2. Membantu kelancaran perdagangan. 

3. Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan. 

Agar Standar Nasional Indonesia (SNI) dapat digunakan sebagai salah 

satu faktor pasar Indonesia maka diperlukan upaya promosi penerapan 

Standar Nasional Indonesia (SNI). Konswnen perlu diberikan pernahaman 

tentang manfaat yang bisa diperoleh apabila menggunakan produk/jasa yang 

dihasilkan oleh perusahaan/organisasi yang menerapkan Standar Nasional 

Indonesia (SNI). 

Berikut penjelasan tujuan SNI dalam usaha pengolahan kerupuknya 

bahwa: 

"dengan adanya SNJ ini produk saya lebih lancar penjualannya dari 
sebelum mendapatkan SNI, dan penjualan bisa kemana-mana baik di 
kota sendiri rnaupun ke luar negeri, kalau sudah memplUlyai SNI 
produk ini sudah jelas tetjamin kualitasnya." (wawancara Syarifah 
Salmah, tanggall3 Januari 2018) 
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Informan tersebut sudah mengerti arti pentingnya tujuan SNI sehingga 

dalam menjalankan usahanya benar-benar serius setiap menjaJankan proses 

produksi selalu diperllatikan mulai persiapan bahan baku sampai produk di 

distribusikan . Dengan mengetahui tujuan SNl basil olahan yang dihasilkan 

sudah layak dipasarkan dan kepercayaan terhadap produk dimasyarakat 

akan bertambah. Tttiuan SNI ini memang untuk melindungi para pengolah 

dan konsumen daJam memproduksi basil oalahan. Dengan adanya jaminan 

terhadap SNI ini masyarakat tidak akan ragu terhadap produk yang 

dipasarkan. Adapun pelaku usaha yang belum mendapatkan SNI dalarn 

mengetahui tujuan SNI sebagui berikut: 

"kalau sudah SNI enak bisa dipasarkan ke mana-mana tetapi ya butuh 
modal besar menuju SNI, rumah produksi sesuai alur, cara 
mengolahnya sesuai dengan prosedur dan hams memakai baju ketja, 
sarung tangan, tutup kepala, masker hams dibiasakan. Hasil olahan 
jelas terjarnin, bisa dijual ke luar. Semua butuh waktu dan proses 
untuk ke situ, mulai sekarang menabung dulu untuk mendapatkan 
semua itu". (Wawancara Umi Kulsum/pengolah, tanggal 13 Januari 
2018) 

"kalau sudah SNI bisa bebas menjual kemana-mana, produk yang 
diolah sudah jelas terjamin aman dan berkualitas sedangkatt barang 
saya dipasarkan disini selalu kehabisan terns". (Wawancara Samsul 
Badriyaliipengolah tanggal 14 Januari 2018) 

Dari hasil wawancara kedua pengolah ini ada beberapa catatan penting 

terkait dengan rujuan penerapan SNI dalam meningkatkan perlindungan 

kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya baik 

untuk keselamatan, keamanan, kesehatan mauplm pelestarian fimgsi 

lingkungan hidup. Dalam meningkatkan produk olahan dan meningkatkan 

daya saing permasaran yang sesuai dengan standar para pengolah hams 

mengetahui syarat-syarat yang wajib dilaksanakan dalam pengolahannya. 
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Dati basil wawancara instrumen pengolahan kerupuk di Kecamatan 

Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat tentang penerapan dan pemahaman 

SNI yang menjadikan syarat jaminan kearnanan mutu bagi konsumen. 

Pelaku usaha kerupuk harus diberi pengetahuan bagaimana pentingnya 

produk yang mereka olah hams sesuai standar SNI, walaupun kenyataannya 

dilapangan masih ada faktor yang menjadi penghambat pana pengolah 

kerupuk. Dalam hal ini pemerintah hams ikut serta untuk meningkatkan 

standar dan kualitas produk olahan kerupuk dengan memperluas sosialisasi 

dan monitoring penerapan SNI dengan harapan nantinya dapat 

meningkatkan respon masyarakat tidak hanya dalam negeri tctapi juga ke 

luar negeri karena dengan adanya standar SNI akan lebih dapat menjarnin 

kualitas keropuk yang diolahnya. 

Dalarn penerapan SNI, baro sedikit produk yang diwajibkan 

(mandatory) berlabel SNI, selebihnya masih bersifat sukarela (volWltary). 

Berdasar pada Pasal 12 Ayat (2) PP !02/2000, SNI bersifat sukarela untuk 

diterapkan oleb pelako usaha. Narnun, dalarn bal SNI berkaitan dengan 

kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian 

fungsi lingkungan hidup daniatau pertimbangan ekonomis, instansi teknis 

dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau seluruh spesifikasi teknis 

dan atau parameter dalarn SNI (Pasal 12 Ayat (3) PP 102/2000). 

Ada banyak faktor yang menyebabkan penerapan SNI beijalan larnbat 

di Indonesia. Pertama, di sisi pengusaha, para eksportir lebih fokus untuk 

memenuhi persyaratan intemasional atau buyer, dibandingkan memenuhi 

SNI. Untuk pasar lokal, produsen pun masih kurang kesadaran untuk 
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menerapkan SN1 yang bersifat sukarela karena dianggap menambah biaya 

produksi. 

Apalagi untuk tingkatan U!\.1KM yang memiliki keterbatasan modal 

dan proses produksi yang sederhana. Padahal, untuk konswnsi sehari-hari, 

masyarakat banyak memanfaatkan produk-produk dari UMKM. Kedua, dari 

aspek kelembagaan yang menyertifikasi dan menetapkan surat persetujuan 

pemberian tanda (SPPT) SNI. Pcmberian SPPT SNI dilakukan oleh pihak 

ketiga (pemerintah atau swasta) yang sudah dinilai dan diakreditasi oleh 

Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang disebut sebagai Iembaga 

sertifikasi produk (LS Pro). Jumlah LS Pro yang ada masih terbatas baik 

dari segi kuantitas dan kua1itas personelnya. 

Ketiga, masyarakat konsumen yang belum mengetahui dan peduli 

terhadap mutu dan standar barang yang dikonsumsi Pertimbangan harga 

masih menjadi faktor utama dalam pemilihan barang, selain memang daya 

beli masyarakat yang terbatas. Hal ini menjadi PR besar pemerintah untuk 

mewujudkan pangan murah tapi tetap bermutu. Yang Keempat, aspek 

regulasi SNI itu senoiri. Berdasarkan evaluasi, beberapa SNI ternyata sullt 

dipenuhi oleh produsen karena prosesnya yang berbeda atau kurang ramah 

bagi pengusaha skala UMKM. 

Untuk rnenghadapi berbagai kendala dalam mewujudkan produk dan 

Jasa yang bennutu, pemerintah harus menerapkan strategi bam da1am 

penerapan SNI di Indonesia. Mulai dari aspek regu1asi SNI agar Jebih ramah 

bagi UI\tiKM yang bermodal kecil dan memiliki teknologi pengolahan 

sederhana. Memberdayakan kelembagaan di daerah (UPTD dan 
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laboratorium) untuk lebih berperan dalam sistem standar nasional (SSN) 

sehingga proses sertifikasi produk, monitoring, dan pengawasan dapat 

berjalan lebih efektif dengan melibatkan pemerintah daerah. Kebijakan ini 

tentunya perlu didukung dengan anggaran dan peningkatan SDM yang 

kompeten. Yang Kelima, memberikan insentifbagi pengusaha!UMKM yang 

mau menerapakan SNI, terutama yang masih bersifat sukarela (voluntary) 

:.eperti pengurangan pajak atau pemotongan biaya sertifikasi. Dengan 

sinergi antara Pemerintah Pusat, daemb, produsen, dan konsumen, produk 

Indonesia berstandar dapat cepat terwujud. 

Dengan penerapan SNI tersebut d.iharapkan UKM memperoleh 

manfaat seperti jaminan mutu, kepercayaan dari pihak yang berkepentingan 

(partner usaha, regulator), meningkatkan daya saing produk, efisiensi proses 

produksi, keteraturan dalam organisasi pelaku usaba (UKM), mampu 

mengidentifikasi hila ada masalalt, serta perlindungan keselarnatan, 

keamanan atau kesehatan manusia dan ke1estarian Iingkungan hidup. UKM 

yang mampu menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI), dapat 

meningkatkan daya saingnya melalui peningkatan kua1itas produk sesuai 

standar tertentu, melakukan proses produksi secara efisien, dan 

meningkatkan kua1itas SDM dan manajemen organisasi. 

Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kecarnatan Kumai Kabupatcn 

Kotawaringin Barat merupakan para pengolah kerupuk ikan yang menjadi 

produk nnggulan di Kabupaten, selain mengolah kerupuk ikan ada produk 

lain di antaranya amplang, ikan asin, abon ikan, stik ikan, udang papai, dan 

terasi. Semua basil olahan dipasarkan di Kabupaten sendiri dan luar kota 
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yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Palangka Raya dan 

Banjannasin. 

UKM pengolah kerupuk ini dituntut untuk menghasilkan prodnk yang 

berkualitas dan mutunya terjarnin dalam memuaskan konsumennya. Tetapi 

dalam penerapannya SNI banyak kendala yang dihadapi oleh UKM yang 

pertama, keterbatasan modal dalam proses produksi ini merupakan factor 

kendala yang utama bagi UKM dalam mengembangkan usahanya karena 

modal yang dipakai nntuk mengolah kerupnk modal sendiri yangjnmlalmya 

sangat terbatas, sedangkan mencari pinjaman dari bank UKM terkendala 

dengan agunan yang menjadikm salah satu persyaratan wajib dari bank. 

Sehingga dengan kendala tersebut UKM dalam mengolah kerupuk 

semampunya modal yang dimiliki. Kedua keterbatasan bahan baku yang 

tergantung pada cuaca, mayoritas UKM ini mengolah kerupuk tenggiri hasil 

tangkapan nelayan sehingga para pengolall kerupnk tergantung bahan 

bakunya dengan para nelayan tersebut. Apabila nelayan tidak menghasilkan 

tangkapan tenggiri atau tangkaparmya sedikit para pengolah kecil tidak 

mengolah kerupuk. Sedangka11 yang mempWiyai modal besar mereka bisa 

mendatangkan ikan dari luar kota. Ketiga sumber daya manusia, SDM yang 

berpengalarnan ini sangat berpengaruh dalarn mengolah usaha kerupnk 

yang dijalankan karena dengan SDM yang kurang wawasan, keterampilan 

dalam inovasi produk akan mernpengaruhi mutu produk yang di hasilkan. 

Keempat sarana dan prasarana masih kurang, karena sarana yang dimiliki 

UKM san gat minim, mereka mengolah kemp!Jk masih secara tradisional 

bagi pengolah kecil sedangkan pengolah yang sudah besar atau mampu 
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sudah menggunakan mesm, misalkan pengadon tepung dan ikan 

menggunakan Kompor, Mixer, dandang kukusan biasa, pemotong kerupuk 

ada yang sudah memakai mesin pemotong ada yang masih manual bagi 

pengolah kecil. 

Wawancara dan pengamatan instrumen tentang bagaimana 

menjalankan usaha kempuk ini yang baik dan te.tjamin aman d.ikonsumsi: 

"carannya yang pertama tempat produksi harus bersih, pemlatan yang 
digunakan sebelum dan sesudah dipakai harus dibersibkan, 
penangganan bahan baku, proses produksi sampai distribusi harus 
dilaknkan dengan baik" (wawancara Syarifuh Sahnah/pengolah 
tanggal13 Januari 2018) 

Kebersihan dalam menjalankan pengolahan menjadi factC'r penting 

dan utama agar pengolahan yang d.ihasilkan benar -benar teljaga mutu dan 

kwalitasnya. Menjadi pengolah hams sebelum dan sesudah melakukan 

proses produksi hams dibersihkan agar binatang pengganggu tidak ada di 

lingkungan ruaog prodoksi. Selain itu juga peuaogganao bahan bakn dan 

produk sudah siap distribusikan hams benar-benar bersib dalam menjaga 

kwalitas produk tersebut. Pengolah yang sudah menjalankan syarat SNI 

sudah mengerti kebersihan dalam memproduksi olahan yang dijalankan. 

Sedangkan infonnan yang belwn menja1ankan syarat SNI tentang proses 

produksi dalam menjalankan usaha sebagai berikut: 

"selama ini saya yakin bahwa kerupuk saya aman dikonsumsi, karena 
saya mengolah kerupuk tanpa campuran bahan terlarang, buktinya 
sampai sekarang kerupuk saya tetap diminati konsumen". (wawancara 
Rosdiana/pengolah tanggal8 Januari 2018) 

Para pelaku usaha ini percaya dengan olahan yang dijalankan selama 

101 karena beranggapan bahwa produk yang diolah aman-aman saja, 

meskipun tanpa menjalankan aspek GMP dan aspek SSOP. Masalah 
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keamanan pangan yang masih banyak ditemukan adalab beredamya produk-

produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan, baik dari segi 

cemaran biologis maupun kimia seperti pestisida dan logam berat, maupun 

dari penggunaan baban kimia yang dilarang untuk pangan atau baban 

tambahan pangan yang digunak:an melebihi batas maksimum yang 

ditetapkan. Terkait dengan kearnanan produk pangan UKM dan IRT, isu 

keamanan pangan yang masih sering muncul adalah penggunaan bahan 

kimia yang dilarang untuk pangan baik sebagai pengawet, maupun sebagai 

bahan tambahan untuk memperbaiki mutu produk. Basil wawancara ini 

sependapat dengan pengolal> lain seperti: 

"menurut saya se]agi mengolah kerupuk dengan bahan baku ikan dan 
memakai campur yang aman misalnya tepung, bumbu masak dan telur 
pasti hasilnya kerupuk nanti pasti aman dikonsumsi". (Wawancara 
Masitab/pengolah tanggal21 Januari 2018) 

"kalau saya mengolah kerupuk ini memang benar-benar serius dan 
hati-hati karena ini dikonsumsi konsumen, misalnya saya harus 
mencari ikan yang segar, tepungnya yang bagus dan bumbunya harus 
bener-benar diukur agar enak hasilnya, tidak memakai borax". 
(wawancara Samsul Badriyah!Pengolab tanggal14 Januari 2018) 

Dari basil wawancara d.i atas dalarn menjalankan pengolahan kerupuk 

semua tergantung pada diri sendiri atau pemilik usaha, karena pemilik usaha 

menjadi penentu arah tujuan usaha yang dija1ankan mau belkembangan atau 

tetap begitu-begitu saja, apabila pemilik usaha kerupuk bersemangat dan 

motivasi tinggi ini akan terns meningkatk:an hasil produk olahannya. 

Aspek keamanan dan mutu pangan merupakan masalah utama dalam 

suatu produk pangan. Menurut UU NO. 18 tabun 2012 tentang pangan pasal 

71 dan 86 setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan 
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wajib memenuhi standart keamanan dan mutu pangan guna mengendalikan 

resiko bahaya pada pangan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah 

No.28 tahun 2004 tentang keamanan pangan, motu dan gizi pangan, 

keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan tmtuk 

mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain 

yang mengganggu, merugik an dan membahayakan manusia. IRT (Industri 

RlllJlah Tangga) di bidang pangan sangat membutuhkan pembinaan agar 

produk pangan yang dihasilkan baik dan aman bagi konsumennya sehingga 

memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan. 

Pangan yang aman dan bennutu harus tersedia bagi semua lapisan 

masyarakat Indonesia. Setiap orang yang memproduksi dan 

memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan dan mutu 

pangan guna mengendalikan risiko bahaya pada pangan, sehingga keamanan 

pangan teJjamin (UU no. 18 tahun 2012 pasa1 71 dan 86). Selain itu, sanitasi 

pangan harus dilakukan untuk menyelenggarakan keamanan pangan dan 

harus memenuhi persyaratan standar keamanan panagn, dan dilakukan 

dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangk:utan, dan 

peredaran pangan agar pangan aman untuk dikonsumsi. 

Pernenuhan persyaratan sanitasi saat proses produksi pangan olahan 

dilakukan dengan cara menerapkan pedoman cara yang baik, yaitu cara 

produksi paogar. olahan yang baik (PP no. 28 tahun 2004 pasal 3). Cara 

produksi makanan yang baik merupak:an pedoman-pedoman mengenai cara 

memproduksi makanan yang baik dengan memenuhi segala persyaratan 

yang telah ditentukan. Cara produksi makanan yang baik bukan merupakan 
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sistem yang bam di Indonesia karena sejak tahun 1978 telah dipublikasikan 

oleh Departemen Kesehatan R1 melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan 

R1 Nomor 23/MEN.KES/SK/JJI978 tertanggal 24 Januari 1978 sebagai 

pedoman cara produksi yang baik untuk makanan. Bangunan pabrik yang 

higenis sangat penting untuk menunjang earn proses produksi yang baik 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan, ialah struktur bangunan, 

keamanan, lay out pabrik yang baik, mang yang cukup untuk memenuhi 

tujuan produksi, dan pemisahan ruangan pengolahan dengan ruangan lain, 

seperti gudang penyimpanan, dan fasilitas lain, pemilihan lokasi dan tata 

letak pabrik barns sangat diperbatikan. Sehingga untuk memenuhi hal 

tersebut perlu adanya tindakan !an jut mengcnai pengendalian mutu dan cara 

produksi makanan yang baik Kegiatan itu dimulai dari pengendalian bahan 

baku yang digunakan, proses produksi, produk setengah jadi dan pada saat 

pengepakan (Prawirosentono, 2002) selain itu tempat/lokasi produksi, alat 

dan fasilitas yang digunakan juga hams memenuhi persyaratan yang 

diberikan oleh Departemen Kesehatan R1 agar mendapatkan produk 

makanan yang berkualitas serta lndustri yang memproduksi tetjamin 

mutunya. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penerapan 

Standar Nasional Indonesia 

Dalam melaksanakan Standar Naslonal Indonesia masih ada kendala 

yang dihadapi para pelaku usaha di Kecamf!tan Kwnai Kabupaten 

Kotawaringin Barat. Meskipun SNI ini bertujuan untuk menjamin konsumen 
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dalam melindungi masyarakat dalam keamanan, kesehatan, keselamatan dan 

lingkungan hidup. Dengan adanya kurang pemaharnan tentang pentingnya 

penerapan SNI ini mengakibatkan olahan yang dijalani berkembangannya 

lambat dibandingkan pelaku usaha yang sudah memaharni dalam menerapkan 

SNI. 

Implementasi kebijakan public dapat diartikan sebagai suatu aktivitas 

pelaksanaan suatu kebijakan public yang ditetapkan bersama untuk mencapai 

tujuan atau sasaran. Oleh karena itu kebijakan public tidak boleh bertentangan 

dengan praktek-praktek social yang sudah ada dalam masyarakat sehingga 

mendapat resistensi ketika diimplementasikan. 

Penerapan standar merupakan sebagai parameter yang dapat di jadikan 

acuan pengukuran oleh semua pelaku usaha tmtuk meningkatkan produk yang 

dihasilkan agar mempunyai mutu yang baik bagi masyarakat. Adapun faktor­

faktor yang mempengaruhi dalam menerapktm SNI pengolahan kerupuk yaitu: 

a. Faktor Pendukung 

Faktor-faktor pendorong dalam implementasi kebijakan ini sesuai dengan 

basil penelitian penuiis adalah sebagai berikut: 

I) Komunikasi 

Implementasi akan be:rjalan efektif apabila ukuran~ukuran dan tujuan~ 

tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab 

dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan uknran dan tujuan kebijakan 

dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. 

Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu 
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dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran 

maupun tujuan kebijakan itu. 

KomWiikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat 

kompleks dan nunit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan 

tertentu, atau menyebarluaskannya. Di samping itu swnber infonnasi yang 

berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar 

implementasi beija1an efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan 

sebuah keputusan hams mengetahui apakah rnereka dapat melakukannya. 

Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan 

harus mengerti secara jelas dPn akurat mengenahi maksud dan tujuan 

kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan 

spesifikasi kebijakan sebenamya mereka tidak mengerti apa sesWiguhnya yang 

akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan 

mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan basil yang 

optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius 

mempengaruhi implementasi kebijakan. 

Ada tiga indikator yang dapat digunakan da1am mengukur keberhasilan 

aspek komunikasi ini, yaitu: 

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, 

yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (carity). Faktor pertama yang 

mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang 

mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah 

dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah d.ikeluarkan. Faktor kedua 

yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa 
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petunjuk-petunjuk pe1aksanaan kebijakan tidak hanya harus ditcrima o1eh para 

pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. 

Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, 

yaitu jika imp1ementasi kebijakan ingin ber1angsung efektif, maka perintah-

perintah pelaksanaan hams konsisten dan jelas. Ini hasll wawancara dan 

pengamatan instrumen tentang sosialisasi SNI kepada pengolah: 

"pe.nah, itu kegiatan kami mengadakan sosialisasi agar UKM ini terns 
berkembang dan maju dalam meningkatkau usahanya. UKM ini hams 
dibirnbing terns baik mengolahnya dan manajemen pembukuannya agar 
tahu 1aporan penjua1annya". (Wawancara Phi1ipus!Kabid. UKM dan 
Pasar, tanggal 2 Pebmari 20 18) 

Sosialisasi dalam meningkatnya kemajuan para pengolah sudah pemah 

dilakukan oleh dinas-dinas terkait dalam membantu para pelaku usaha agar 

mempunyai pengetahuan tentang adanya P-IRT, Hala1, SKP maupun SN1 

semua itu hams dijelaskan kepada pengolah agar mereka mengetahui tujuan 

dari sertifikat tersebut. Sering ka1i pengolah ini dalam proses produksi tidak 

melakukan pencatat atau pembukuan sebagai laporan, hal ini karena tidak 

marnpu membuat pembukuan basil produksi. Sebagai instansi tidak bosan-

bosan untuk membimbing agar para pelaku ini mampu menjalankan 

manajernennya. Hal ini sama sependapat dengan instansi lain, berikut basil 

wawancara: 

"Penerapan SNI sudah pernah disosialisasi ke para pengolah yang ada di 
kecamatan kumai, tetapi namanya pengolah ada yang mau ada yang 
tidak, karena banyak persyaratan yang harus di1engkapi, sebe1um 
mendapatkan SNI, pengo1ah harus mernpunyai PIRT yang dikeluarkan 
dari diuas kesehatan, Sertifikasi Hala1 yang dikehuukan o1eh MUI, SKP 
dike1uarkan o1eh Kementrian ke1autan dan perikanan, 1alu SNI yang 
dikeluarkan oleh BSN. Kunci dari SNI ini harus memptmyai rumah 
produksi yang sesuai alur proses, tidak boleh kontaminasi silang selain 
itu basil olahan harus di uji laboratoriwn sesuai standar yang berlaku". 
(WawancaraJohn Heriono/Kasi. APKUP, tangga126 Januari 2018) 
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Dari hasil wawancara diatas instansi terkait sudah pemah melakukan 

sosialisasi masalah SNI dalam kegiatan pengolahan makanan. Dengan 

diadakan sosialisasi ini para pengolah diharapkan bisa mempunyai wawasan 

agar mengolah makanan jangan sampai asal-asalan, meskipun syarat SNI 

cukup banyak yang hams dijalankan setidaknya para pengolah ini sudah 

mempunyai gambaran manfaat dan tt!iuan tentang penerapan SNI. Semua hams 

djalankan pelan-peJan agar nantinya sudah biasa menjalankaTJ syarat SNI. 

Syarat utama dari SNI yang harus dipenuhi para pengolah yaitu mempunyai 

rwnah produksi sendiri yang sesuai dengan tata ruang sesuai alur proses 

produksi terhindari teljad.inya kontaminasi silang terhadap produk yang 

dihasilkan. Selain instansi terkait aparatur desa hams ikut andil dalam 

mendukung agar para pengolah yang ada ini terus mengembangk:an usahanya 

berikut basil wawancara: 

Kalo dari desa tidak pemah, saya berkoordinasi dengan dinas-dinas 
terkait untuk mendamping agar pengolah disini di bina dan dibimbing 
agar pengolah terns maju". (Wawancara Mulkam/Kepala Desa Sungai 
Kapitao, tanggal31 Januari 2018) 

"Selama saya disini tidak pemah disosialisasikan, entah kalo dari dinas­
dinas terkait. Saya aja baru tahu SNI untuk produk kerupuk". 
(Wawancara Abdul Gapur!Lurah Kumai Hilir, Ta.•ggal24 Januati 2018) 

Adanya kesepahaman tentang syarat SNI bagi pengolah tmtuk UKM di 

Kabupaten Kotawa..ingin Barat akan memberikan suatu pola pikir barn kepada 

sasaran kebijakan. Dengan pemahaman mengerti arti penerapan SNI ini 

merupakan dukungan yang dimiliki para pelaku usaha untuk. membiasakan 

menerapkan SNI dengan baik dan benar mulai penanganan bahan baku sampai 

produk siap di distribusikan. Pemahaman ini membuka pengetahuan untuk 

43635.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



99 

berlomba-lomba dalam meningkatkan produk yang berkualitas dan te~amin 

munmya. 

Memang pemerintah daerah harus bisa memberikan semangat dan 

dukllllgan agar para pengolah ini terns berkembang, dengan diadanya 

sosialisasi ini memberikan pandangan pengetahuan bahwa SNI ini sangat 

penting dalam menjalankan usaha olahan yang dijalankan bisa mendapat 

jaminan mum dan meningk:atkan kepercayaan masyarakat terhadap olahan 

yang kita pasarkan. 

2) Disposisi (Dispotition) 

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana, 

seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. 

Jika pelaksana setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka 

akan rnelaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda 

dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak: 

masalah. 

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan, kesadaran 

pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah 

penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana 

mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali 

mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena 

mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi 

mengalihkan dan menghindari implementasi program. Di samping itu 
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dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran 

program. lni basil wawancara dengan aparat pemerintah yang berwenang: 

"wajar kalau pengolah ini mengalami kesulitan dalam menjalankan 
syarat SN!, tidak mudah menjalankan itu, pembukuan ke1uar masuk 
barang saja susah mengerjakan apalagi menjalankan syarat SNI". 
(Wawancara Philipus/Kabid UKM dan Pasar tangga12 Pebruari 2018) 

Para pengolah kerupuk merasa keberatan dalam menjalankan Syarat SNI 

memang wajar pada saat proses produksi pegolahan kerupuk, semua syarat SNI 

ini jika dilakukan memang belum mampu, apalagi para pengolah y1:111g ada ini 

rata-rata yang menjalankan ibu-ibu rumah tangga yang usianya diatas 50 tahun. 

Untuk waktu sekarang ini harus dibenahi pelan-pelan manajemen pengolahan 

yang ada agar pemahaman untuk melangkah ke depan dalam menjalankan SNI 

bisa terwujud. Semua hams beketja sama baik para pengolah dan pemerintah 

harus saling mendukung agar penerapan SNI bisa terwujud sesuai dengan 

tujuan. Hal ini sependapat dengan wawancara : 

"memang tidak mudah melakukan standar itu butuh waktu dan proses 
lama lllltuk bisa menjalankan, kalo pengolah itu memang benar-benar 
betjuang untuk maju itu bisa, kalo cuma mengolah laku dijual susah 
menjalankan sesuai standar''. (wawancara John Heriono/Kasi APKUP 
tangga126 Januari 2018) 

Dalam menjalankan proses produk:si para pengolah ini sebisanya hams 

menjalank:an syarat SNi sebagai acuan dalam mengolah basil makanan yang 

dikonswnsi konswnen, kalau tidak diawali secara pelan-pelan ini akan menajdi 

kebiasaan dalam memproduksi olahan. Mengolah ini hams diperhatikan dari 

bahan baku sarnpai produk siap dipasarkan agar produk ini aman dikonsumsi. 

Kedisiplinan dan menjaga kebersihan dalam proses produk:si barns dijaga. 

Beratnya para pelaku usaha ini dalam menjalankan penerapan SNI sependapat 

dengan aparat setempat, ini hasil wawancaranya: 
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"sesulit apapun pengo1ah hams bisa menjalankan standar agar yang 
diolah teijamin mutunya dan am an di konsumsi, karena kerupuk ini 
produk makanan jangan asal-asalan laku dijual, memang standar ini sulit 
tapi kalo kita sudah bisa menjalankan akan mudah kedepannya". 
(Wawancara Mulkam/Kepala Desa Sungai Kapitan tanggal 31 Januari 
2018) 

Dukungan dari ptmpman sangat mempengaruhi pelaksanaan program 

dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan 

pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, 

penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, 

memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan 

karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup 

guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka 

mendukung dan bekeija secara total dalam melaksanakan kebijakan/program. 

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan 

berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai 

dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang hams dimiliki oleh 

pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran 

mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah 

digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan 

membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan togas, wewenang, 

fungsi, dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan 

Sikap dari pe1aksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam 

implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik 

maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang 

diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak 

mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. 
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b. Faktor Penghambat 

Faktor yang mempengaruhi penghambat impJementasi kebijakan 

meliputi: 

I) Snrnberdaya 

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan 

konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk 

melaksanakan, implementasi tidak akan betjalan efekti[ Sumberdaya tersebut 

dapat berwujud swnberdaya manusia, yak:ni kompetensi implementor dan 

sumber daya finansial. Swnberdaya adalab faktor penting untuk implementasi 

kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas 

menjadi dokumen saja. 

Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para 

pelaksana, infonnasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan 

kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, 

adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarabkan kepada 

sebagaimana yamg diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang 

dapat dipakai untuk melaJ..'Ukan kegiatan program seperti dana dan sarana 

prasarana. 

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. 

Ada dua bentuk informasi yaitu infonnasi mengenahi bagaimana cara 

raenyelesaikan kebijakanlprogram serta bagi pelaksana barns mengetahui 

tindakan apa yang hams dilakukan dan infonnasi tentang data pendukung 

kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan tmdang-,mdang. Kenyataan 

dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tabu kebutuhan yang diperlukan para 
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pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana 

melaksanakan kebijakan memilik.i konsekuensi langsung seperti pelaksana 

tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga 

menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan 

organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada. Ini basil 

wawancara instrumen terhadap terbatasanya sumberdaya manusia: 

"kalo SDM untuk mengolah ini dilihat dari pendidikan emang rendah, 
wawasarm kurang, tetapi itu tergantung pemilik usaha ini kalau yang 
mempunyai usaha disiplin, bisa memberi motivasi terhadap karyawan 
semua ini bisa dikendalikan, karena mengolah kerupuk ini yang 
terpenting bisa diajak kerjasama untuk menghasilkan kerupuk yang aman 
dikonsurnsi". (Wawancara Syarifah Salmahlpengolah tanggal 13 Januari 
2018) 

Dalam menjaJankan usaha factor swnberdaya manusia harus diperhatikan 

untuk membantu mengembangkan usaha, kalau sumberdaya ini tidak mau 

dinmtut sesuai dengan perkembangan maka usaha yang dijalankan akan 

berkembang lambat. Sumberdaya hams mendukung dan mempunyai motivasi 

yang tinggi dalam memproduksi olahan agar bisa bersaing dengan basil produk 

yang lain. Jika smnberdaya tidak bisa mengikuti perkembangan dalam 

wawasan, inovasi dan keterampiJan maka produk yang diolah akan kalah 

bersaing dipasaran. Sehingga dapat medapatkan karyawan hams mempunyai 

sumberdaya yang banda! untuk mengembangk:an dan memajukan usaha yang 

dijalankan. Ini sependapat dengan wawancara pengolah yang lain: 

"mengolah kerupuk tidak perlu SDM yang tinggi gak sanggop menggaji 
nanti, yang penting SDM ini bisa mengolah kerupuk, disini SDM nya 
memang rendah karena yang bekerja ibu~ibu sudah sebaya, dan juga 
disini susah cari karyawanjadi yang ada saya manfaatkan". (Wawancara 
Jurnariyah/pengolah tanggal20 Januari 2018) 
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Kendala yang dihadapi pemilik usaha kempuk dalam mencari karyawan 

yang mempunyai wawasan, ketrampilan dan inovasi tinggi agar mampu 

meningkatkan usaha yang dijalankan terus berkembang. memang sumberdaya 

yang berpengalaman harus mengupahlmenggaji besar juga karena sesuai 

dengan kemampuannya, dengan keadaan ini pemilik usaha biasanya 

memanfaatkan para ibu-ibu rumah tangga yang ada disekitar nunah dalam 

membantu proses produksi, dengan masalah sepertt itu pemilik berperan aktif 

dalam mengawasi dan mendampingi pada saat produksi karena sumberdaya 

yang dimiliki tidak mengetahui cara berproduksi yang baik dan benar. Dengan 

adanya pengawasan ini untuk menghiP1ari hal-hal yang tidak diinginkan pada 

hasil prnduk yang dihasilkan. Mencari SDM sebagai karyawan pengolahan 

yang berpengalaman ini memang susah, hal ini sependapat dengan basil 

wawancara: 

"SDM karyawan saya untuk mengolah kerupuk rendah banget karena 
karyawan saya ibu-ibu sebaya saya, bagi saya mau bekerja mengolah 
kerupuk di tempat saya sudah senang". (wawancara Hj. 
Mardianalpengolah tanggal9 Januari 2018) 

"karyawan saya ini memang tidak berpendidik.an, bisanya mengolah 
kerupuk dan mau berketja". (Wawancara Samsul Badriyahlpengolah 
tanggall4 Januari 2018) 

Dari hasH kwdua wawancara bahwa swnberdaya manusia itu merupakan 

factor yang sangat penting untuk memajukan suatu usaha untuk berkembang 

terns. Keterbatasan sumberdaya manusia baik dati segi pendidikan, 

pengetalman dan ketrampilan sangat mempengaruhi terhadap manajemen 

usaha yang dijalankan. Selain itu keterbatasan sumberdaya manuasi juga 

menghambat untuk menerima teknologi baru dalam menlngkatkan basil olahan 

yang lebih baik. 
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Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari 

sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas 

sumber daya manusia berkaitan dengan ketrarnpilan, dedikas, profesionalitas, 

dan kompetensi di bidangnya, sedangkan knalitas berkaitan dengan jumlah 

sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melengkapi seluruh 

kelompok sasaran. Somber daya manusia sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan hnplementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan 

sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lam bat. 

2) Struknu Birokrasi 

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap impJementasi kebijakan. Salah 

satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya 

prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP 

menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. 

Pentingnya struktur organisasi dalam penerapan SNI pengolahan kerupuk 

pada UKM yaitu memudahkan disposisi sesuai dengan garis komando dalam 

pengendalian dan pengawasan pelaksanaan SNI. Struktur organisasi yang 

panjang akan cendenmg melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape 

yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.ini pada gilirannya 

menyebabkan aktivitas organisasi tidak fl eksibel. 

Sementara menurut teori Mazmanian dan Sabatier, ada tiga kelompok 

variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni: (I) 

karakteristik dari masalah (tractability of the problems); (2) karakteristik 
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kebijakan/undang-tmdang (ability of statute to structure implementation); (3) 

variabellingkungan (nonstatutory variables affecting implementations). 

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu 

mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah 

mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudab dibuat standart 

operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator 

dalam bertindak agar dalarn pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan 

dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur 

birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan 

pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks 

yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak 

fleksibel. Ini basil wawancara instrumen terhadap struktur birokrasi dalam 

mewujudkan implementasi SNI pada UK.M: 

"struktur birokrasi dalam menerapan SNI untuk pengolah dari sesuai 
dengan anggaran untuk melaksanakan itu, karena dari dinas tidak ada 
anggaran dan fasilitas yang dimiliki para pengolah!UKM untuk menuju 
ke SNI belum semua ada, banyak persyaratan yang hams di sediakan 
oleh UKM, gak gampang SNI ini dilakukan butuh persiapan matang dari 
pengolahnya dan dokumen yang hams disiapkan". (Wawancara 
Phi1ipus!Kabid. UKM dan Pasar, tanggal2 Pebruari 2018) 

Pengolah kernpuk yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat ini 

memang belum selurulmya merjalankan sebagaimana mesti birokrasi struknrr. 

Namanya pengolahan yang dilakukan secara tradisional jadi belum tabu 

bagaimana birokrasi yang harus dilakukan, apalagi tahunya hanya mengolah 

dan menjual basil olahannya. Ini yang menjadi kendala kurn.ngnya informasi 
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dan pengetahuan bagi para pelaku usaha bagi ibu-ibu rumah tangga. Dengan 

basil wawancara tersebut sependapat dengan: 

"birokrasi dalam menjalankan syarat SNI ini memang barns dimulai dari 
sekarang untuk menuju kesihi, mernang semua butuh persiapan ulai 
rumah produksi yang sesuai dengan alur proses, modal yang besar dan 
disiplin dalam mengolah, dari dinas siap membantu dan membina para 
pelaku usaha pengolah kerupuk ini, dinas ini tidak bosan-bosan setiap 
bulan pembinaan agar para pengolah ini terns berkembang dalam 
menjalankan usahanya". (Wawancara John Heriono/Kasi. APKUP, 
tangga126 Januari 2018) 

Hasil wawancara di atas birokrasi yang ada pada UKM khususnya 

pengo1ah kerupuk masih bel urn betjalan karena pengolah ini masih ska1a mikro 

dan skala kecil jadi untuk melakukan birokrasi yang baik belum betjalan 

dengan sempurna, sebagai dinas hams pelan-pelan mendampingi dan membina 

agar birokrasi organisasi ini bisa dijalankan kedepannya. Selain iru sebagai 

aparat desa juga bel]lendapat sebagai beriknt 

"ynng ada sekarang ini birokrasi tmtuk menjalankan SNI yang sesuai 
anjuran pemerintah belum beijalan karena masih berat UKM ini 
memenuhi persyaratannya, meskipun d.i desa ini sudah ada yang 
mempunyai sertifikat SNI ini juga penuh peijuagan dan proses 
mendapatk:an SNI juga lama. Kami selalu berkomunikasi dengan d.inas­
dinas lain agar UKM yang ada d.i desa ini terns dibina dan bisa 
berkembang daJam ivent promosi pameran-pameran dalam 
mempromosikan basil olahannya". (Wawancara Mulkam/Kepala Desa 
Sungai Kapitan, tanggal31 Januari 2018) 

Pengolahan kerupuk ini yang menjalankan ibu-ibu rumah tangga yang 

kerjaanya hanya mengolah dan menjual apabila menjalankan struktur birokrasi 

sesuai dengan anjuran pemerintah masih jauh belum bisa betjalan, semua yang 

dilakukan para pengolah ini masih tradisional kalau disuruh menjalankan 

sesuatu yang barn pasti banyak kendala terutama kebiasaan dan d.isiplin 

terhadap prosedur yang ada belum terbiasa menjalankan birokrasi tersebut. 

Kalau UKM yang skala menengah mWigkin struktur birokrasi sudah bisa 

43635.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



108 

dijalankan dengan baik, karena semua sudah tertata rapi sesuai kebutuhan dan 

fungsinya. Sehingga Jebih mudah untuk pengawasan dan pembinaannya. 

Adapun hasil wawancara dari aparat lain sebagai berikut: 

"birokrasi organisasi dalam implementasi SNI belum beijalan karena 
tidak ada koordinasi satu dengan yang lainjadi sayajuga tidak tahu hams 
bagaimana, fungsi pokok SNJ sendiri kami belwn pabam sebagai aparat 
pemerintab". (Wawancarn Abdul Gapur/Lurab Kwnai Hilir, Taoggal 24 
Januari 2018) 

Dari basil wawancara bahwa struktur organisasi sangat berpengaruh 

terhadap implementasi penerapan SNI pengolaban kerupuk pada UKM. Hal ini 

disebabkkan kurangnya pengetahuan dan kesepahaman dengan arti pentingnya 

dari penerapan SNI itu sendiri. Menurut Edward Ill dalam Rochyati, 2012, 

masalah transmini Juga tetjadi manakala kebijakan yang akan 

diimplementasikan harus melalui struktur birokrasi yang berlapis atau karena 

tidak tersedianya saluran komunikasi dan sumberdaya (dana) yang memadai. 

Akibatnya frekuensi koord.inasi dan sosialisasi sangat jarang dilakukan dan 

menghambat implernentasi. 

Struktur birokrasi menjadi penting dalarn implementasi kebijakan. Aspek 

struktur birokrasi mencakup dua hal yang penting, pertama adalah mekanisme 

dan struktur organisasi pelaksana send.iri. Mekanisme implementasi program 

biasanya sudab ditetapkan melalui standar operating prosedur (SOP) yang 

dicantumkan dalam guideline prograrn/kebijakan. SOP yang baik 

mencantumkan kerangka keija yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah 

dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam beketjanya 

implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksanapun sejauh mungkin 

menghindari hal yang berbelit, panjang dan komplek. Struktur organisasi 
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pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian 

luar biasa dalam program secara cepat. 

Dari variabel di atas dalam model yang dibangun oleh Edward memiliki 

keterkaitan satu sama yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran 

programlkebijakan. Semuanya sating bersinergi dalam mencapai tujuan dan 

satu variabel akan mempengaruhi variabel yang lain. Misalnya; implementor 

yang tidak jujur ak:an mudah sekali melakukan mark up dan korupsi atas dana 

program/kebijakan dan program tidak akan optimal dalam mencapai tujuan 

program. Begitu juga watak dari implementor kurang demokratis akan sangat 

mempengaruhi proses komunikasi dengan kelompok sasaran. 

C. Pembabasan 

1. lmplementasi Standar NasionaJ Indonesia (SNI) pada Usaha Kecil 

Menengah (UKM) pengolah kerupuk 

lmplemeutasi SN! pada UKM pengolahan kerupuk di Kabupateu 

Kotawaringin Barat sampai saat ini belum optimal seluruhnya dijalankan 

secara maksima1 karena menjalankan implementasi SNI sesuai dengan 

standar sangat berat tmtuk dilakukan sehari-hari dalam proses mengolah 

kerupuk. Memang dalam menjalankan implementasi SNI menjamin produk 

pangan dan motu didalam proses produksi telah menjadi syarat wajib yang 

hams dijalankau bagi para produsen pengolah kerupuk. Hal ini menjadi 

factor yang penting untuk keselamatan konsumen dan keselamatan 

masyarakat umumnya baik bagi pengolah sendiri, terutama untuk 
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menlindungi pemasaran produk di hasilkan dan memelihara kepercayaan 

konswnen terhadap mutu produk. 

Standar Nasional Indonesia (SN!), adalah standar yang ditetapkan oleh 

Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional. Pasal I Peraturan 

Pemerintah RI No. 102 Tahun 2000 berisi tentang Standardisasi Nasional. 

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah satu·satunya standar yang 

berlaku secara nasional di Indonesia. Sasaran utama dalam pelaksanaan 

standardisasi, adalah meningkatnya ketersediaan Standar Nasional Indonesia 

(SNI) yang mampu memenuhi kebutuhan industri dan pekeijaan instalasi 

guna mendorong daya saing produk danjasa dalam negeri. 

Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan suatu alat 

kebijakan pemerintah Wltuk melindungi dan memberikan kemudahan untuk: 

perdagangan yang lebih luas dalam memasarkan produk yang di hasilkan 

oleh para pelaku usaha, sehingga penerapan standar sangat penting dalam 

melalrukan peningkatan daya saing produk pengolahan kerupuk ini. Dengan 

berlakunya standar ini bennanfaat untuk memberikan petunjuk kepada para 

pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi perdagangan produk yang 

berkualitas dalam melindungi konswnen untuk keselamatan, keamanan, dan 

kesehatan. 

Pada dasamya, semua bentuk kegiatan, jasa dan produk yang tidak 

me;ner,uhi ketentnan Standar Nasional Indonesia (SNI) diperbolehkan dan 

tidak dilarang. Meskipnn begitu, kita juga tabu agar produk dalarn negeri 

bisa bersaing secara sehat di dunia intemasional maka sangatlah diperlukan 

penerapan SNl Pemberlakuan SNI terhadap semua bentuk kegiatan dan 
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produk dimaksudkan untuk melindungi kepentingan wnum, keamanan 

negara, perkembangan ekonomi nasional dan pelestarian fungsi lingkungan 

hidup. Andaikata SNI ini diterapkau oleh semua bentuk kegiatan dau prodnk 

maka sangatlah mendukung percepatan kemajuan di negeri ini. Seperti 

halnya di negara-negara eropa yang produk- produk:nya memenuhi standar 

nasional bahkan internasional. 

Dengan adanya standardisasi nasional maka akan ada acuan tunggal 

dalam mengukm mutu produk dau atau jasa di dalam perdagaugau, yaitu 

Standar Nasional Indonesia, sehingga dapat meningkatkan perlindungan 

kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat 

lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian 

fungsi lingkungau hidup. 

Ketentuan mengenai standardisasi nasional telah diatur dalam 

Peraturan Pemerintah R1 No. 102 Tahun 2000 berisi tentang Standardisasi 

Nasional yang ditetapkan oleh Presiden RI pada tanggaliO November 2000. 

Ketentuan ini adalah sebagai pengganti PP No. 15/1991 tentang 

Standardisasi Nasional Indonesia dan Keppres No. 12/1991 tentang 

Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia 

Di dalam Peraturan Pemerintab RI No.l02 Tabun 2000 tentang 

Standarnisasi Nasional pada butir a dan b menjelaskan bahwa tujuan 

penerapan SNI adalah : 

a. bahwa dalam rangka mendukllllg peningkatan produktivitas, daya 

gunaproduksi, mutu barang, jasa, proses, sistem dan atau personel, yang 

dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing, perlindungan konsumen, 
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peluusaha, tenaga kerja dan masyarakat khususnya di bidang keselamatan, 

keamanan, kesehatan dan Jingkungan hidup, maka efektifitas pengaturan 

dibidang standardisasi perlu lebih ditingkatkan; 

b. bahwa Indonesia telah ilrut serta dalam persetujuan pembeotukan 

Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) yang di 

dalamnya mengatur pula masalah standardisasi berlanjut dengan kewajiban 

untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nsasional di bidang 

standardisasi. 

Jarninan motu kerupuk yang dihasilkan menyangkut masalah tatacara 

pelaku usaha mengolah kerupuk terst"but. Penerapan SNI ini untuk 

menghasilkan jaminan motu kerupuk barns didukung dengan menjalankan 

aspek GMP dan aspek SSOP sebagai satu kesatuan yang tidak bisa 

dipisabkan satu dengan yang lain. 

Penerapan GIY1P barns dipatuhi oleh semua pihak yang terkait dengan 

proses pengolahan makanan baik oleh manajemen, karyawa..'l, pemasok 

bahan termasuk tamu yang melakuk:an kunjungan. Infonnasi mengenai 

proses penerpan GMP yang berlaku dilakukan untuk mencegab teijadinya 

kontaminasi silang diantara berbagai prodok yang diolah (Crammer, 2006). 

Penerapan GMP secara keseluruhan di Indonesia disahkan menurut 

keputusan Menteri Kesehatan RI Keputusan Menteri Kesehatan No. 1098-

/Meokes/SKNII/2003 tentang Pedoman Cara Prodoksi yang Bail< ontuk 

makanan. 

Pada prinsipnya penerapan GMP yaitu teknik atau cara dalam 

menjalank.an, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan proses produksi 
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mulai dari penerimaan bahan baku sampai dengan konswnen akhir dengan 

tujuan untuk memberikan jaminan kepada konsumen dan produsen bahwa 

produk yang dihasilkan aman dan bermuht (1ayak dikonsumsi). Aman 

berarti produk yang dihasilkan dapat dikonsumsi tidak mengandung bahan 

berbahaya yang dapat menimbulkan penyak.it, keracunan atau kecelakaan 

yang merugikan konswnen akibat bahan kimia, mikrobiologi atau fisik. 

Layak berarti kundisi produk menjamin makanan yang diproduksi adalah 

layak untuk dikonsumsi manusia yaitu tidak mengalami kerusakan, berbau 

busuk, menjijikkan, kotor, tercemar atau terurai (Thaher, 2005) 

Dari basil pengamatan pengolah kempuk masih belum optimal dalam 

menjalankan standar GMP, masih banyak penyimpangan yang dilaknkan 

pada saat melakukan proses produksi, hal ini disebabkan karena mereka 

mengolah kerupuk ditempat dapur keluarga behun mempliDyai rumah 

produksi sendiri, kurangnya sarana dan prasana yang dimiliki. 

Hal ini sejalan dengcm penelitian oleh Marcellino Brahmantio G, 2017 

tentang Penerapan Good Manufacturing Practice pada Industri Kecil dan 

menengah tentang Pangan yang menyimpulkan bahwa penerapan GMP 

pada Industri Kecil dan Menengah di daerah-daerah masih belmn 

dilaksanakan. Hal ini ditujukkan dengan tidak seluruhnya Industri Kecil dan 

Menengah tersebut melaksanakan criteria standar GMP yang ada pada 

masing-masing aspek. Wa.laupun pada aspek produksi penerapan standar 

GMP sudah sebagian dilakukan, tetapi untuk aspek pengenda1ian mutu 

banyak standar yang belum dilaksanakan. Sedangkan pada ketiga aspek 
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lainnya yaitu aspek karyawan, aspek sarana dan prasarana serta aspek 

dokwnentasi ada sebagian besar belwn d.ilaksanakan. 

Good Manufacturing Practices (GMP) memiliki beberapa pengertian 

yang cukup mendasar yaitu : 

1. Suatu pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi makanan 

agar aman bennutu, dan layak untuk dikonswnsi. 

2. Berisi penjelasan-penjelasan tentang persyaratan mnumum dan 

pengolahan umum yang harus dipenuhi dalam penanganan bahan pangan di 

seluruh mata rantai pengolahan dari mulai bahan baku sampai produk akhir. 

Good Marmfacturing Practices merupakan suatu konsep manajemen 

dalam bentuk prosedur dan mekanisme berproses yang tepat tmtuk 

menghasilkan output yang memenuhi stiindar dengan tingk:at 

ketidaksesuaian yang kecil. Good Manufacturing Practices yang dalam 

bahasa indonesia dapat d.iterjemahkan menjadi Cara Produksi yang Baik 

(CPB) diterapkan oleh industri yang produknya d.i konsumsi dan atau 

digunakan oleh konswnen dengan tingkat resiko yang sedang sampai tinggi 

seperti : produk obat-c.batan, produk makanan, produk kosmetik, produk 

perlengkapan nunah tangga, dan semua industri yang terkait dengan 

produksi produk tersebut. GMP secara hiaS berfokus dan berakibat pada 

banyak aspek, baik aspek proses produksi maupun proses operasi dari 

personelnya sendiri. Yang diutamakan dari GMP adalah agar tidak teijadi 

kontaminasi terhadap produk selama proses produksi hingga informasi 

produk ke konsumen sehingga produk aman dikonswnsi atat! digunakan 

oleh konsumen. Tennasuk dalam pengendalian GMP adalah faktor fisik 
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(bangunan, mesin, peralatan, transportasi, konstruksi pabrik, dll), faktor 

higienitas dari personel yang bekerja dan faktor kontrol operasi termasuk 

pelatihan dan evaluasi O:MP. 

Good Manufacturing Practices (GMP) berisi penjelasan-penjelasan 

tentang persyaratan minimwn dan pengolahan tunwn yang hams dipenuhi 

dalam penanganan bahan pangan di seluruh mata rantai pengolahan dari 

mulai bahan balru sampai produk akhir. Adanya penerapan Good 

Manufacturing Practices (GMP) da1arn industri pangan yang meliputi tahap 

perencanaan, pelaksanaan, perbaikan dan pemeliharaan maka perusahaan 

dapat memberikan jaminan produk pangan yang bennutu dan aman 

rlikonsurnsi yang nantinya akan meningkatkan kepercayaan konsumen 

terhadap produk pangan dan unit usaha tersebut akan berkembang semakin 

pesat. 

AdaplUl manfaat dari penerapan Good Manufacturing Practices 

(GMP) sebagai berikut: 

1. Menjamin kualitas dan keamanan pangan 

2. Meningkatkan kepercayaan dalam keamanan produk dan prouksi 

3. Mengurangi kerugian dan pemborosan 

4. Menjamin efisiensi penerapan HACCP 

5. Memenuhi persyaratan peraturanl spesifikasi/sandar 

6. Meningk:atkan image dan kompetensi perusahaan/organisasi 

7. Meningkatkan kesempatan perusahaan/organisasi untuk memasuki pasar 

global melalui produk/kemasan yang bebas bahan beracun (kimia, fisika 

dan biologi) 
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8. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan terhadap produk 

9. Menjadi pendukWig dari penerapan sistem manajemen motu 

Sanitation Standard Operating Prosedure (SSOP) merupakan suatu 

prosedur untuk memelihara kondisi sanitasi yang umumnya berhubungan 

dengan seluruh fasilitas produk.si atau area industri tidak: terbatas pada 

tahapan tertentu. Sanitasi merupak:an cara pencegahan penyakit dengan 

mengatur atau menghilangkan factor-faktor lingkungan yang saling terkait 

dalam rantai perpindahan penyakit tersebut. 

Penerapan SSOP yang dijalankan pelaku usaha pengolahan kerupuk 

rnasih banyak penyimpangan pada saat berproduksi, ini akan berpengaruh 

terhadap basil olahan yang dilakukan, jika mengolah kempuk tidak sesuai 

dengan prosedumya yang baik maka akan menghasilkan produk yang 

kurnng baik juga. Walaupun pelaku uaaha mengolah bergabung dengan 

dapur keluarga jika mereka disiplin untuk mengolah sesuai prosedur 

seharusnya bisa dijalankan, karena kurang kesadaran dalam menjalankan 

SSOP ini maka pelaku usaha semaunya sendiri dalam mengolah kerupuk. 

Dari basil dilapangan mengenai aspek SSOP ini masih ada yang belum 

dilaksanakan secara keseluruhan mulai dari kebersihan peralatan produksi, 

pencegahan kontarninasi silang. sanitasi karyawan, pelabelan dan 

penyimpanan, pengawasan binatang pengganggu. Ha1 ini sependapat dengan 

temua.'l penelitian Ach T. dkk, 2013 tentang Evaluasi Prosedur Standar 

Sanitasi Kerupuk Amplang di UD Sarina, yang menyimpulkan bahwa 

perusahaan ini penerapan prosedur operasi standar tmtuk sanitasi (SSOP) 

masih belum terlaksana dengan baik. Terdapat 3 tahapan kunci yang belum 
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terlaksana dengan baik yaitu pencegahan kontaminasi silang, pengawasan 

kondisi kesehatan personil dan menghilangkan hama dari mllt pengolahan. 

Agar Standar Nasional1ndonesia (SN1) dapat digunakan sebagai sa1ab 

satu faktor pasar Indonesia maka diperlukan upaya promosi penerapan 

Standar Nasional Indonesia (SNI). Konsumen perlu diberikan pemahaman 

tentang manfaat yang bisa diperoleh apabila menggunakan produk/jasa yang 

dihasilkan oleh perusahaan/organisasi yang menerapkan Standar Nasional 

Indonesia (SNI). 

Pada dasamya, semua bentuk kegiatan, jasa dan produk yang tidak 

memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) diperbolehkan dan 

tidak dilarang. Meskipun begitu, kita juga tabu agar produk dalam negeri 

bisa bersaing secara sehat di dunia intemasional maka sangatlah diperlukan 

penerapan Standar Nasiona1 Indonesia (SNI). Pember1aknan Standar 

Nasional Indonesia (SNI) terhadap semua bentuk kegiatan dan produk 

dimaksudkan untuk mel indungi kepentingan umum, keamanan negara, 

perkembangan ekonomi nasiona1 dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. 

P..ndaikata Standar Nasional Indonesia (SNI) ini diterapkan oleh semua 

bentuk kegiatan dan produk rnaka sangatlah mendulnmg percepatan 

kemajuan di negeri ini. Seperti halnya d.i negara-negara eropa yang produk­

produknya memenuhi standar nasional bahkan internasional. 

Implementasi Standar Nasional Indonesia yang dilakuk:an para 

pengolah kerupuk memang belum dijalankan secara optimal karena masih 

ada kendala yang dihadapi oleh mereka. Dikarenakan tidak mudah untuk 

melakukan sesuai dengan Standar yang dianjurkan oleh pemerintah. Dengan 
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adanya kendala ini para pengolah kecil hanya mampu mengolah dengan 

kemampuan yang dimilikinya. Pada dasamya pengolah menerapkan standar 

pengolahan kerupuk yang dijalani ini memang kesulitan dan belmn mampu 

menjalankan untuk waktu sekarang, karena modal untuk membangun usaha 

ini rata-rata pengoJah menggunakan modal sendiri, selain itu tempat 

produksi masih bergabung dengan dapur keluarga. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implemeotasi SNI pada UKM 

pengolahan kerupuk 

Implementasi kebijakan public dapat diartikan sebagci suatu aktivitas 

pelaksanaan suatu kebijakan public yang ditetapkan bersama untuk 

mencapai tujuan atau sasaran. Oleh karena itu kebijakan public tidak boleh 

bertentangan dengan praktek-praktek social yang sudah ada dalam 

masyarakat sehingga mendapat resistensi ketika diimplementasikan. 

Factor-faktor yang mempengaruhi implementasi Standar Nasional 

Indonesia bagi Usaba Kecil Menengab (UKM) yaitu factor pendukung dan 

penghambat. Adapun factor pendukung meliputi pemahaman pengolah 

kerupuk dalam melaksanakan syarat-syarat SN! dan lembaga terkait baik 

dari pemerintah daerah maupun dari swasta. Dan factor penghambat 

meliputi terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki para pengolah, 

terbatasnya modal yang dimiliki, terbatasnya sumber daya manuasia 

terhadap motivasi penerapan SNI. 

Dalam rangka mendukung penerapan SNI untuk pengolah kerupuk, 

factor pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya arti SNI dan factor 
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lembaga penunjang menjadi factor yang paling dipertimbangkan oleh pelaku 

usaha dalam memutuskan melakukan penerapan SNI pada produk yang 

dihasilkannya. Dengan itu diperlukan langkah-langkah untuk mendukung 

dan menyemangati para pelaku usaha dengan cara mensosialisasikan dan 

pendampingan terhadap penerapan SNI dalam menghasilkan produk yang 

te.tjamin aman dikonsumsi. Dan juga diperlukan dukungan dari pemerintah 

dalam bentuk sarana dan prasarana lahoratorium uji kelayakan produk dan 

dibutuhkan kebijakan pernangkasan waktu proses pengurusan SNI agar 

pelaku usaha pengolahan kerupuk bisa cepat mendapatkan menggunakan 

SPPT SNI. 

Adapun factor-faktor yang mempengaruhi implementasi Standar 

Nasional Indonesia (SNI) menurut Edward III dalam Nugroho (2003:512) 

yang meng'mlukakan empat factor penentu kebersihan implementasi, yaitu 

komunikasi (communication), sumberdaya (resources), disposisi 

(dispotition), struktur birokrasi (bureaucratic strocture). 

Implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) pada Usaha Kecil 

dan Menengah \ UKM) dapat di analisa 2 faktor yang mempengaruln 

implementasi. Faktor tersebut meliputi pendukung dan penghambat dalam 

menerapkan standar nasional Indonesia pada usaha kecil menengah adalah 

sebagai herikut: 

a. Faktor Pendukung 

Fak.tor-faktor pendukung dalam implementasi ini sesuai dengan hasil 

penelitian sebagai berikut: 

1. Komunikasi 

43635.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



120 

Komunikasi ( comunication ), merupakan upaya Wltuk 

mengkomunikasi kebijakan oleh instrumen kepada masyarakat (stakeholder) 

atau sasaran kebijakan guna mendapatkan kesepahaman dengan sasaran 

kebijakan. Menurut Edward lll dalarn Widodo (20!0:97), komunikasi 

diartikan sebagai "proses penyampaian infonnasi komunikator kepada 

komunikan". Inforrnasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar 

para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan 

dan lakukan lmtuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan 

sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. 

Komunikasi antara pelaku usaha dengan pemerintah harus betjalan 

harmonis karena untuk mewujudkan suatu peraturan dan kebijakan harus 

sama-sarna bisa diajak keljasama dalam menjalankan kebijakan untuk 

mencapai tujuan. 

Adanya komWlikasi ini agar kesepahaman dalam menjalankan tujuan 

kebijakan akan memberikan pemikiran barn kepada sasaran kebijakan, 

sehingga mereka dapat menerapkan kegiatan Standar Nasional Indonesia 

kepada para pelaku usaha. Sebagaimana yang ditemukan oleh Edward III di 

dalarn Nugroho (2003:512), 1angkah pertama untuk implementasi suatu 

kebijakan agar dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan adalah perlunya 

pembuat kebijakan mengkomunikasikan kepada organisasi dan atau public, 

menyediakan sumberdaya untuk melak:sanakan kebijakan, sikap dan 

tanggapan para pihak yang terlibat serta bagaimana struktur organisasi 

pelak:sana kebijakan (dalam hal ini Dinas Perikanan). Namun sangat 

disayangkan, dari pengarnatan dan wawancara peneliti dengan para pelaku 
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usaha pengolah kerupuk dengan implementor, ditemukan bahwa kegiatan 

implementasi kebijakan ini belum dilakukan secara terus-menerus dengan 

alasan kekurangan dana operasional. 

lmplernentasi akan beljalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan­

tujuan kebijakan dipahami oleh individu-ind.ividu yang bertanggungjawab 

dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan 

dengan demikian perlu dikomwtikasikan secara tepat dengan para 

pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu 

dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran 

maupun tujuan kebijakan itu 

Komunikasi daJam organisasi merupakan suatu proses yang amat 

kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan 

tertentu, atau menyebarluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang 

berbeda juga akan melahirkan interprestasi yang berbeda pula. Agar 

implementasi beijalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan 

sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. 

Sesungguhnya implementasi kebijakan hams diterima oleh semua personel 

dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenahi maksud dan tujuan 

kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan 

spesifikasi kebijakan sebenamya mereka tidak mengerti apa sesunguhnya 

yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang 

akan mereka lakukan sehingga jika dipaksak:an tidak akan mendapatkan 

basil yang optimal Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor 

secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan. 
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Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalarn mengukur 

keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu: 

Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat 

menghasilkan suatu basil implementasi yang baik pula. Seringkali yang 

teijadi dalam proses transmisi ini yaitu adanya salah pengertian, hal ini 

terjadi karena komunikasi implementasi tersebut telah melalui beberapa 

tingkatan birokrasi, sehingga hal yang diharapkan terdistorsi di tengah 

jalan. 

Kejelasan infonnasi, dimana komunikasi atau infonnasi yang diterima 

oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. 

Kejelasan informasi kebijakan tidak selalu mengbalangi implementasi 

kebijakan, dimana pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan 

fleksibilitas dalarn melaksanakan kebijakan, tetapi pada tataran yang lain 

maka ha1 tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai 

oleh kebijakan yang telah ditetapkan. 

Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun 

informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu korr:unikasi haruslah 

jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dija1ankan. Apabila perintab 

yang dibetikan seringkali berubah-ubah, maka dapat menimbulkan 

kebingungan bagi pelaksana di lapangan. 

Pada dasarnya komunikasi penerapan SNI sudah di infonnasikan oleh 

dinas-dinas terkait dan sudah disosia1isasik:an ke para pelaku usaha pengolah 

kerupuk tetapi UKM pengolah kerupuk masih berat tmtuk memenuhi 

persyaratan yang dianjurkan pemerintah. Dengan keadaan mereka yang 
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belum bisa menjalanan syarat SNI para pelaku usaha masih mengolah 

kerupuk dengan kemampuannya dalam menghasilkan produk. Sedangkan 

pelaku usaha yang sudah mendapatkan SNI ini terns berkembang dan bisa 

bersaing dengan produk Jain. 

b. Disposisi (dispotition) 

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana, 

seperti komibnen, kejujuran, dan sifat demokratis. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap 

implementor. Jika pelaksana setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan 

maka mereka akan mela~sanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan 

mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan 

mengalami banyak masalah. 

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan., 

kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program 

kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para 

pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun 

seringka1i mengalami kegagalan dalam melak:sanak:an program secara tepat 

karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara 

sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Di 

samping itu dukungan para pejabat pelak:sana sangat dibutuhkan dalam 

mencapai sasaran program. 

Duktmgan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program 

dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari duktmgan 

pimpinan ini ada1ah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, 
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penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, 

memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan 

karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang 

cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka 

mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan 

kebijakan/program. 

Faktor d.isposisi dalarn implementasi penerapan SNI pada UKM 

pengolah kerupuk adalah berkaitan dengan komitmen Pemerintah Daerah, 

cenderung Wltuk melihat peri1aku atau karakteristik dari pelak.sana 

kebijakan berperan peoting untuk mewujudkan implementasi kebijakan 

yang sesuai dengan tujuan atau sasarnn. Karakter penting yang barns 

dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalkan kejujuran dan komitmen yang 

tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa 

program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari 

pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam 

melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggungjawab sesuai edngan 

peraturan yang telah ditetapkan. 

Selain itu factor disposisi dalam mendukung implementasi memuut 

Edward 111 dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai "kemauan, 

keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan 

kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan 

kebijakan dapat diwujudkan". 

Hasil pengamatan dengan pengolah kerupuk dalam proses 

pengolahannya pada unnunnya mengetahui dalam menjelaskan prosedur 
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dalam mengolah kerupuk yang dilakukan mereka. Tetapi kenyataannya 

dilapangan para pengolah dalam melakukan proses pengolahan kerupuk 

semampunya saja Wltuk menjalankan implementasi. Walaupun dari dinas 

terkait sudah mensosialisasikan dan mendampingi dalam proses produksi 

tetapi kalau prosesnya masih jadi satu dengan dapur keluarga ini pasti tidak 

bisa untuk menjalankan sesuai prosedm karena mengolah produk ini alur 

dan tata ruang tidak boleh bolak balik dalam menjalankan proses mengolah 

kerupuk 

hnplementasi tersebut seharusnya ditunjang dengan komitmen 

pemerintah daerah melalui beberapa kagiatan antara lain penyuluhan, 

pelatihan/sosialisasi, pengadaan sarana dan prasarana serta pengujian mutu 

basil olahau. Menurut Edward 111 dalam Widodo (2010:104-105) 

mengatakan bahwa: jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara 

efektif dan efisien, para pelaksana (implementers) tidak hanya mengetahui 

apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan 

kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk: 

melaksanakan kebijakan tersebut. 

b. Faktor Pengharubat 

Faktor - factor penghambat dalam implementasi ini sesuru dengan 

hasH penelitian adalah sebagai berikut: 

1) Sumberdaya (Resources) 

Sumber daya manusia sebagai salah satu faktor yang memegang 

peranan penting berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan 
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sehingga perlu diarahkan melalui manajemen swnber daya manusia yang 

efektif dan efisien. 

Sumberdaya yang ada masih jauh dari standar yang d.itentukan, karena 

faktor sumberdaya ini sangat mempengaruhi proses dalam menjalankan 

implementasi SNI untuk menerapkan sesuai dengan standar yang ada. 

Terkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukwlg 

keberhasilan implementasi yang meliputi sumberdaya manusia, anggaran, 

fasilitas, informasi dan kewenangan. Menurut Edward III dalam Widodo 

(2010:98) mengemukakan bahwa sumberdaya mempunyai peranan penting 

dalam implementasi kebijakan. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam 

implementasi anggaran untuk melaksanakan kebijakan sebab tanpa 

dukiUlgan anggaran yang memadai kebijakau tidak akan beJjalan dengau 

efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. 

Anggaran untuk menjalankan irnplementasi hams di bantu dengan 

pemetintah agar mereka semangat untuk menjalankannya. Kalan 

mengharapkan dari pelaku kerupuk secru a sepihak: tidak akan beJjalan 

kecuali pengolah yang mempunyai anggaran usaha yang besar. Menerapkan 

implementasi SNI ini mernakan anggaran yang cukup besar sehingga pelaku 

usaha yang kecil belum mampu mencapai kearah tersebut. Menjalankan 

implementasi SNI harus dipersiapan mulai sekarang baik fasilitas maupun 

anggarannya untuk mendapatkau Sertifikat SNI dengan itu para pelaku 

usaha pelan-pelan hams menjalankan syarat-syarat SNI agar produk yang 

dihasilkan bisa teijam.in mutunya. 

2) Struktur Organisasi (Bureucratic Strncture) 
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Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah 

satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya 

prosedur operasi yang standar (Standard Opernting Procedures atau SOP). 

SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. 

Efektif dan tidak efektifnya implementasi suatu kebijakan tergantung 

pada struktur organisasi birokrasi. Mt:nurut Edward Ill dalarn widodo 

(2010:106) menyatakau bahwa "implementasi kebijakau bisa jadi masih 

belwn efektif karena ketidakefesienan struktur birokrasi". Struktur birokrasi 

ini mencangk:up aspel-aspPk struktur birokrasi, pembagian kewenangan, 

hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Aspek pertama adalah 

struktur birokrasi, stru.ktur birokrasi yang terlalu pnjang dan terfagmentasi 

akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur 

birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan 

aktivitas organisasi menjadi tidak tleksibel. Aspek kedua adalah 

mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Standart 

Operation Prosedur (SOP). SOP menjadi pedomau bagi setiap 

implementator dalam bertindak agar dalarn pelaksanaan kebijakan tidak 

melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. 

Dalam menjaJankan struktur organisasi daJam implementasi SNI 

pengolahan kerupuk barns sejalan dengan standar yaug dikeluarkau 

pernerintah. Menurut Edward Ill dalam Agustino (2012:153), dua 

karakteristik yang dapat mendongkrak kinelja struktur birokrasi/organisasi 

kearah yang lebih baik adalah: melakukan Standar Operating Prosedure 
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(SOP) dan pelaksanakan fragmentasi. SOP adalah suatu kegiatan rutin yang 

memungkink:an para pegawai (atau pelaksana kebijakan/ administrator/ 

birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya 

sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan fragmentasi adalah upaya 

penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas 

pengawai diantara beberapa unit kerja. 

Selain factor pendukung ada factor penghambat dalam penerapan SNI 

bagi pengolah kerupnk. Faktor penghambat yang dirasakan oleh UKM 

untuk mendapatkan SNl saat ini memang berat dijalankan sesuai 

persyaratan yang harus dipenulri sampai-sampai UKM ini tidak mampu 

mengikuti persyaratan yang d.ianjmkan pemerintah, karena Ul0.1 ini 

mayoritas industri skala rumah tangga sehingga tidak marnpu mengikuti 

syarat yang diwajibkan pemerintah. Selain itu factor penghambat proses 

pengolahan kerupnk salah satunya keterbatasan modal usaha yang dimiliki, 

para pelaku usaha ini dalam menjalankan usahanya memakai modal sendiri 

sehingga perkembangan usaha yang dijalani sulit berkembang, padahal 

banyak: bank yang menawari pinjam untuk mengembangkan usahanya tetapi 

mereka takut tidak mampu membayar dan juga tidak ada agunan jaminan ke 

bank. 

Dengan penghambat ini sudah jelas para pe1aku usaha sulit untuk 

mengembangkan usahanya sel:af3. cepat. Selain itu juga somber daya 

manuasi yang dimiliki para pelaku usaha ini masih rendah dalam 

memotivasi kemajuan usaha dalam menerapkan SNI. Dengan keterbatasan 

wawasan dan pengetahuan dapat mempengaruhi usaha yang dijalani, beda 
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dengan pelaku usaha yang berani dan beijuang untuk kemajukan usahanya 

pasti mau pinjam modal ke bauk dan sumberdaya karyawan yang dimiliki 

mempunyai motivasi tinggi dalam mendukung meningkatkan usahanya 
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A.Simpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

!30 

Berdasarkan dari basil penelitian ini maka penulis dapat membuat beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

I. Implementasi kebijakan SNI pada UKM pengolaban kerupuk di Kabupaten 

Kotawaringin Rarat belwn dilaksanakan secara optimal Dikarenakan UKM 

belmu maksimal meujalankan syarat-syarat yang dianjurkan pemerintab dalam 

melaksanakan pengolaban yang baik sesuai standar baik dari aspek GMP 

maupun SSOP. 

2. Factor-faktor yang mempengaruhi penerapan SNI yaitu factor pendukung yaitu 

pemabaman UKM dalam menerapkan SNI dan lembaga terkait, dalam 

menjalankan factor pendukung harus dikomunikasikan karena komunikasi 

kunci keberhasilan implementasi SNl pada pengolah kerupuk agar mengetahui 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah, disposisi dalam 

mengembangkan, memberikan wawasan dati dinas terkait dalam memproduksi 

basil olahan yang benar-benar sesuai standar. Sedangkan faktor 

pengbambatnya dalarn mendapatkan SNJ yaitn terlalu berat persyaratan untuk 

mendapatkan SNI dan prosesnya lama. Dikarena factor sumberdaya yang 

dimiliki masih minim baik fasilitas, ketrampilan maupun anggaran, dan factor 

struktur birokrasi yang dilakukan UKM belurn sesuai dengan SOP. UKM 

pengolab kernpuk ini beranggapan dengan adanya SOP malab mempersulit 

dalam mengembangkan usahanya. 

43635.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



131 

B. SARAN 

Ada beberapa saran yang dapat penulis sarankan yaitu: 

1. Dalam mendukung implementasi kebijakan SNI perlu adanya campur 

tangan pemerintah daerah terbadap UKM pengolah kerupuk baik dari segi 

anggaran maupun bantuan sarana dan prasarana pengolahan kerupuk untuk 

menghasilkan produk yang layak dan aman dikonsumsi. 

2. Dalam implementasi SNl pengolahan kerupuk factor pemahaman terhadap 

manfaat dan tujuan SNI dan factor lembaga terkait yang menjadi factor 

paling penting untuk memutuskan dalam penerapan SNI. 

3. Kebijakan Pemerintah dalam !lOOerapan SNI untuk melindungi dan 

memberikan kernudaban untuk perdagangan yang lebih luas dalam 

memasarkan produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha. 

43635.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



132 

DAFTAR PUSTAKA 

Ainulyaqin, M. (2014). Penerapan SSOP (Sanitation Standard Operating 
Prosedure) Padil Proses Pembelcuan Fii/et Ikan Kakap Merah, Akaderni 
Perikanan Sidowjo. Dari situs World Wide Web: 
hllpj/yaqin31129J_,Q_Iog~Qtco. id/20 14!_Q_3/pen_~.!!PaJJ-SSOp-sanit.atJOn­
gandard.html 

Ach Triharjono, Banu Diyah Probowati, Muhammad Fakluy. (2013). Evaluasi 
Prosedur Standar Sanitasi Kerupuk Amplang di UD SARINA. Jumal 
Agroint,k, vol7, No.2 Agustus2013 

Anil Otor. (2013) Kebijalcan penggunaan bahan dan a/at terlarang terhadap 
penangkapan ikan di perairan umum. Jakarta: Tugas Akhir Program 
Magister, Magister manajemen Administrasi Publik Universitas Terbuka. 

Arikunto, Suharsimi, (1993). Prosedur Pene/itian Suatu Pendekatan Praktek. 
Jakarta: Rinela Cipta 

Ananda Gagan, (2010). GMP, Good Manufacturing Practices, Dari situs World 
Wide Web: http://anandagagan. blogspot.co. id/?0 l 0/03/ good-
manufactunng-practJces-gmp-of.htmJ?showC omment- 144464207 4219 

Bagas Haryotejo, ( 2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi produsen mie instan 
da/am penerapan standar nasiona/ Indonesia, Dari situs World Wide 
Web: http://jumal.keme)ldag.go_ id/i ndex. php•bilp/a11icle/view il 03 

[BPOM-Rl) Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (1999). 
Pedoman Pemeriksaan Sarona Pengolahan Makanan Ka/eng Berasam 
Rendah. Direktorat Pengawasan Makanan dan Mimunan Republik 
Indonesia. 

-----o,--·· (2005). Pedoman Pemertksaan Sarona Pengolahan Saus Dalam 
Boto/. Direktorat lnspeksi Dan Sertifikaai Pangan Badan Pengawas Obat 
Dan Makanan Republik Indonesia. [EU] Europe United. 1993. Europe 
United Directive 93/43/EEC on the Hygiene of Foodstuffs. June 14,1993. 

[BSN] Badan Standarisasi Nasional. (1998) Standar Nasiona/ Indonesia - SNI 
4852-1988. Sistem Analisa Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis (Hazard 
Analysis Critical Control Point - HACCP) Serta Pedoman Penerapannya. 
Jakarta (ID) : Badan Standarisasi Nasional. 

Bungin, B. (2007). Pene/Wan Kualitatif. Jakarta: Prenada Media Group 

Budibardjo,M. (2014). Panduan PraktisMenyusunSOP. Jakarta: Raib Asa 
Sukses. 

43635.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



133 

BAB I Pendahuluan A. Latar Belakang kerupuk merupakan makanan ringin, dari 
situs World Wide Web: 
https://epn nts.tms.ac.id/27 563/l /H3ll30..f 3 pendahuluan .pdf 

Bhiaztika, R, Darimiyya, H,. (2012). Kajian Penerapan Good Mamifacturing 
Practice (GMP) di Industri Rajungan PT. Kelola Mina Lout Madura. 
Universitas Tnmijoyo. Madura dari situs World Wide Web: jurnal-8-
kajian-penerapan-good-manufacturing-pratice--gmp-di­
industri.pdl\SECURED)-AdobeReader 

Crammer, M. (2006). Food Plant Sanitation, Design, Maintenance, and Good 
Manufacturing Practices. New York: CRC Press. 

Creswell, J.W. (I998) Qualitatif Inquiry and Research De>ign. Sage 
Publications, fuc:Califomia 

Didi lrawan. (2017) Eva/uasi ex-ante pada anggaran pendapatan dan belanja 
daerah kabupaten kotawaringin barat tahun 2013-2015. Jakarta: Tugas 
Akhir Program Magister, Magister Administrasi Publik Universitas 
Terbuka. 

Direktorat Jenderal Perikanan. (2000). Sanitasi dan Hygiene. dari situs World 
Wide Web: http:// W\'iF,_dkp.go.id/direktorat iender~!.~erikammhtm). 

Elis Masrifah. (2015). Kesesuaian Penerapan Manajemen Mutu lkan Pindang 
Bandeng (Chanos chonos) Terhadap Standar Nasionallndonesia. Bogor 

Haeruman, H. (2000). Peningkatan Daya Saing UMKM untuk Mendulamg 
Program PEL. Makalah Seminar Peningkatan Daya Saing, Graha 
Sucofindo, Jakarta. 

Hafsah, Mohanunad Jafar. (2004). Upaya Pengembangan Usaha Keci/ dan 
Menengah (Ul\M), lnfokop 25, 40-44. 

Ikhwan, K. (20I5). GMP dan SSOP. Diunduh 16 February 20I5, dari situs World 
Wide Web: http://ikhwan-kirom-fi.le.blogspot.co. id/2015/02/gnm-dan­
ssop.html 

Iqbal Adifatiyan,S. (2013). Laporan Jmp/ementasi GMP dan SSOP. Dari situs 
World Wide Web: 
http :1 fi qbal adi Ht tiyansy ach . b I ogspot. co. id!20 1 3/ 1 ? II aporan-imp I em en tasi­
gmp-dan-ssup_htm I 

Jbp Nugraha. (2014). Latar belakang Industri Rumah Tangga. Dari situs World 
Wide Web: e:~ourna/.ua;y.ac.id/6454!2/KOM/03709.pdf 

Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kua/itatif, Remaja Rosda Karya, 
Bandung, 2009,cet. 26 Hal: 4 

43635.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



134 

Kendala usaha kecil menengah dan solusi cara mengatasinya. Dari situs World 
Wide Web: http://usahamodalkecll31.b1ogspot.co. id/2012/08/kendalan­
usaha-kecil-menengah-dan-solusi.html 

Kwnpulan karya tulis ilmiah, Diunduh 10 Januari 2017, Dari situs World Wide 
Web: http ://tugasakhiramik blogspot.com/20 17/0 1/faktor -yang­
mempengamhi-implementasi.html 

Lisyanti, (2009). Evaluasi Penerapan Cara Produksi Yang Baik (Good 
Mamifacturing Practices) dan Penyusunan SSOP lndustn Lidah Buaya di 
PT. Libe Bumi Abadi Jumal MPI Vol. 4 No. I 

Lesceviva, M. (2004). Rural Entrepreneurship Success Determinant. Unpublished 
Working Papers, Faculty of Economics, Latvian University of Agriculture, 
Ek.sjo, Latvian. 

Maupa, Haris, 2004. Faktor-Faktor yang Menentu.kan Pertumbuhan Usaha Kecil 
di Sulawesi &Iotan. Disertasi Program Pascasarjana Unhas. Tidak 
dipublikasikan. 

Manajemen mutu dan keamanan pangan. dari situs World Wide Web: 
http:/ /yprawira. w ordpress. com/mana jemerr-mutu-dat~-k eam anan-pangan 

Munizu, Musran. (2010). Pengaruh Faktor-Faktor Ekstemal dan Internal Terhadap 
Kineija Usaha Mikro dan Kecil (IJMK) di Sulawesi Sel&tan, Jurnal 
Manajemen dan Kewirausahaan 12, Hal33-41. 

Muhandri, T. dan D. Kadarisman. (2006). Sistem Jaminan Mutu Jndustri Pangan. 
IPB Press, Bogor. Thabeer, H. 2005. Sistem Manajemen HACCP (Hazard 
Analysis and Critical Control Points). PT. Bumi Aksara, Jakarta. 

Martosubroto, et al (1991). Potensi dan Penyebaran Sumberdaya Jlcan /aut di 
Perairan indonesia. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Oseanologi. Lembaga 1lmu Pengetahuan Indonesia. 

Miles, Mathew B dan Mchael A, Hubennan. (1992). Analisa data Kua/itatif, Buku 
Sumber tentang Metode Baru. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohad.i. 
Jakarta: Ul Press 

Miles, M.B, Hubennan, A.M, dan Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis. 
A Methods Sourcebook Edition 3.USA: Sage Publications 

Mokluunin, Pengertian HACCP, GMP, GTP, GRP dan SSOP. Diambil 13 Juni 
2015, dari situs World Wide Web: 
http :lim ok ham i n1. bl ogs poL co. id/20 15/06/pen gertian-haccp-gmp-gtp .htm I 

Marcellino, B.G, (2017). Penerapan Good Manufacturing Pratice Pada lndustri 
Kecil dan Menenguh Tentang Pangan, Universitas Guna Darma. Depok 

43635.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



135 

Nugroho, Riant, (2011). Public Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan 
Mananjemen Kebijakan. PT. Elex MediaKomputindo. Jakarta 

Pengertian Standar Nasional Indonesia (SNI) Tujuan Sejarah Sistem Penerapan, 
Pengawasan dan Sanksi. Dinoduh bulan 10/2015, dari situs World Wide 
Web: http://www.Jandasanteori.com/20 15/ I 0/pengentian-standar-nasional­
indonesia.html 

Pratinvi, Nur Anisa Ari. (2002). Manajemen Mutu Pengolahan lkan Teri Nasi 
(sto/ephorus sp.) Kua/itas Ekspor. Masters thesis, program Pascasaijana 
Universitas Diponegoro 

Poernomo. (2007). Urgenst Penerapan Sistem Rantai Dingin Untuk 
Mempertahankan Kesegaran llcan. Di dalam: Nikijuluw V, penyunting. 
Meningkatkan Nilai Tambab Perikanan. Jakarta: Satker Digen P2HP, 
DKP. 

Rabmi, Y., Wifqi,A., Ratih,A.S., (2015). Penerapan sistem hazard aoalysis critical 
control point (HACCP) pada pro'es pernbuatan keripik tempe. Jumal 
ilmiah teknik industry, vol.14, No.1, Juni 2015 

Rusmao Iskandar, (2010). Analisis Data KualitatifModel Miles dan Hubennan. 
Universitas Negeri Padang, dari situs WorJd Wide Web: 
http$_:/ /i skandarl bs. fil~s. word pre~$ .com/20 1 0/11 /miles-h ubenw.m-buku. doc 

Rokhman, A. (2008). Peron Kebijakan Pub/ik. Orientasi Kewirausahaan dan 
Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Pengem-bangan Produk 
Perikanan Prima (Disertasi). Program Pasca Sarjana, Institut Pertanian 
Bogor, Bogor. 

Rini Susianawati. (2006). Kajian Penerapan GMP dan SSOP Pada Produk Jkan 
Asin Kering Dalam Upaya Peningkatan Keamanan Pangan di Kabupaten 
Kendal. Program Pascasrujana Universitas Diponegoro.Semarang 

Samswi,T., Widowati. (2017). Jmplementasi Standar Nasional Indonesia 
Tembakau memerlukan Komitmen Semua Pihak, Universitas Tribhuwana 
Tunggadewi. Buana Sains Vol. 16, No.2:195-200 

Silvana, (2010) Penerapan Sanitatioo Standard Operating procedure di PT. Tri 
Teguh Manuoggal Sejati. IPB dari situs World Wide Web: 
lltlV....o.' .. •;~ 1 y >c 1 ~~Lh_!i2£:-:Jl' !L <.\.2J _d_ ; (/.l_QJ ~ : :i<m ltm tun- -~t<JJ.El.m.\.1_~..\..:.u...: ,_J.I : 1 i _:; .11_, n1l 

Sugiono. (2009). Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kua/itatif dan R & 
D. Bandung: Alfa Beta 

Sugi.yono, (2013}. Metode PenelitianManajemen. Bandung: Alfa Beta 

43635.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



136 

Setyobudi, Andang. (2007). Peran Serta Bank Indonesia dalam Pengernbaugan 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Bu/etin Hukum Perbankan 
dan Kebanksentralan 5, 29-35. 

Sulaeman, Suhendar. (2004). Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dalam 
Menghadapi Pasar Regional dan Global, Infolwp 25, 113-120. 

Tambunan, Tu1us T.H. (2002). Usaha Keci/ dan Menengah di Indonesia: 
Beberapa lsu Penhng, Salemba Empat, Jakarta. 

Thaher, Hermawan. 2005. Sistem Manajemen HACCP (Hazard Analysis Critical 
Control Point), PT Bumi Aksara, Jakarta. 

Tathagati, A. (20 i4). Step by step membuat SOP. Jakarta: Efata Publishing. 

Temtime, Zelealem T., and J. Pansiri. (2004). Small Business Critical 
Succes/Failure Factors in Developing Economies: Some Evidence From 
Bostwana, American Journal of Applied Sciences 1, 18-25. 

Tujl.lan dan Penerapan SNI. Dari situs Word Wide Web: 
ht!Q://Iamp_Q_St.colb~Ii1~(:!1_~rap_~!]-S!!i-uptuk-mu~l.!-dan-_l.;_~_amanan-pangan 

Tujuan dan Penerapan SNI. Dari situs Word Wide Web 
http: //bsn. go .i dim aintberi tatberita dct/7 5 78;Penera pan ~S N 1-untuk-/\.1 u t u­
dan~Keamanan-Pangan#. WOcu4biiWag 

[US-FDA] United States - Food and Drug Administration. (1986). Part IJO­
Federal Government Rules And Regulations For Good Manufacturing 
Practices. US Department of Health and Human Services, College Park, 
MD20740 

Winarno, F.G dau Surono. (2004). HACCP dan Peneraponnya Dalam Jndustri 
Pangan. Bogor (ID) : M-Brio Press, cetakan ke 2. 

Yusral, (2016). Kajian Penerapan GMP dan SSOP Pada Pengolahan 1/wn Nita 
(oreochromis niloticus) Asap di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten 
Agam. Jurnal Katalisator. Vol 1 No. 1 Universitas BlUlg Hatta Padang., 
Sumatera Barat 

43635.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Lampiran 1. Pertanyaan Pedoman Wawancara 

Nama Intrumen 

Tingkat Pendidikan: 

Umur 

Alamat 

A Yang diketahui implementasi 

137 

I. Apakah saudara tabu tentang implementasi/pelaksanaan pentingnya standar 

nasional indonesia yang harus dilaksanakan pada pengoJahan kerupuk? 

2. Bagaiamana saudara melaksanakan syarat SNI dalam mengolah kerupuk.? 

3. Bagaiaman saudara memproduksi kerupuk yang bisa tetjamin aman 

dikonsumsi? 

4. Sudahkah saudara menerapkan cara berproduksi yang baik dan benar/GMP 

dalarn mengolah kerupuk? 

5. Sudahkan saudara menempkan Sanitasi Standar Operasional Prosedur/SSOP 

dalam pengolahan kempuk? 

6. Apakah saudara tabu prosedur pengolahan yang sesuat standar nasional 

indonesia dalam menjamin produk yang bennutu? 

7. Pemahkan pemerintah daerah/aparatur daerah yang mensosialisasikan tentang 

pentingnya standar nasional Indonesia diterapkan pada pengolahan kerupuk? 

8. Apakah saudara mengetahui manfaat dan tujuan standar nasional Indonesia? 

9. Apakah saudara tabu syarat-syarat mendapat standar nasional indonesia pada 

pengolahan kerupuk? 

10. Bagaiamana proses pengurusan SNI kerupuk? 

11. Dari mana swnber modal untuk usaha kerupuk. ini? 

12. lnstansi mana yang membantu pengurusan!membina tentang standar nasional 

Indonesia? 

13. Apa kesulitannya saudara dalam pelaksanaan menerapkan standar nasional 

indonesia? 

14. Berapa lama saudara memulai usaha pengolahan kerupuk? 

15. Tahun berapa saudara mendapat SNI? 

16. Berapa kilogram perhari/perminggu dalam mengolah kerupuk? 

17. Jenis alat apa yang saudara miliki dalam mengolah kerupuk? 
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18. Dipasarkan kemana saja kerupuk yang saudara olah? 

19. Sertifikat apa yang saudara sudah mi1iki dalam mengo1ah kerupuk? 

20. Pemahkan saudara mengikuti pelatihan/sosialisasi tentang pengolahan 

kerupuk yang baik dan benar sesuai dengan standar? 

21. Bagaimana SDM karyawao uotuk mengolah kerupuk? 

B. Faktor pendukung dan faktor pengbambat menerapkan standar nasional 

Indonesia. 

I. Bagaimana kesulitannya mengolah kerupuk sesuai standar yang di syaratkan 

SNI? 

2. Alasan saudara melakukan pengolahan kerupuk? 

3. Keuntungan apa yang saudara peroleh selama melakukan pengolahan kerupuk? 

4. Apa yang menjadi pendukuog saudara melakukan pengolahan kerupuk yang 

sesuai standar nasional? 

5. Apa hambatan/kendala penerapan standar nasionaJ Indonesia dalam 

pengolahan kerupuk? 

6. Bagaimana cara mengatasi harnbataolkendala pengolahan kerupuk yang belum 

sesuai standar yang ditentuk:an? Mengapa demikian? 
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Nama Intrumen 

Tingkat Pendidikan: 

Umur 

Alamat 

139 

I. Sebagai aparatur daerah dukungan apa yang diberikan para pengolab kerupuk 

dalam menerapkan SNJ? 

2. Bagaimana saudara membina UKM agar dalam pembuatan kerupuk yang 

dilakukan sesuai standar ditentukan pemerintah? 

3. Pemabkab disosialisasikan pentingoya SNJ kepada pengolab kerupuk? 

4. Bantuan dan kebijakan apa yang diberikan kepada pengolab kerupuk dalam 

menerapkan SNJ untuk mengbasilkan rroduk yang bermutu dan terjamin 

d.ikonsumsi? 

5. Pemahkah saudara memonitoring para pengolah kerumah-rumah saat proses 

produksi? 

6. Adakab kendala yang dihadapi pengolab kerupuk dalam menerapkan SNI, 

bagaimana mengatasi kendala tersebut? 
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Lampiran 2. Dok:umentasi Penelitian 

Pengolahan milik Syarifah Salmah 

Pencetakan 

Perebusan 
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Pengolahan Jumariyah 

Pengadonan 

Perebusan 

Penjemuran 
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Tempat pengolah Hj. Mardiana 

Pencampuran bumbu 

Pencetakan 

Perebusan 
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Kerupuk siap diwamai 

pemotongan kerupuk 
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Pengolahan Rosdiana 

Pengadonan 

Perebusan 

Ken1puk diwarnai 
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Pengolahan Umi Kalsum 

Pencetakan 

Perebusan 

Pewamaan 
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Pengolahan Masitah 

Pengadonan 

Kerupuk siap di kemas 

Outlet 
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Pengolahan Samsul Badriah 

Pencetakan 

Perebusan 
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